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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan
pembangunan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan
pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daeral, dan Rencana Kerja Pemerintali Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republic Indonesia
Nomor 9}, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republic
Indosnesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 2730};

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286j;



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
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12.

13

14.

15.

16.

17.

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang — Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);




18.

19.

20.

21

22.

23

24.

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongamn,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar
Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi




28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 359 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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38.

39.

40.

41

42.

43.

44.

45.

46.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun
2023- 2043;

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintalt Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19
Seri E)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023
Nomor 1 Seri DJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun
2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak




(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017
Nomor 19 Seri E);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun

2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);

49. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30j;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten
Tulungagung, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu} tahun.

Pasal 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

BABI : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII :KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH

BAB IV  : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH




BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-
program prioritas Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat, dan
Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

HERU SUSENO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Drs. TRI HARIADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700906 199101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2024 Nomor 10

RMONO, SH,MH
s>~ Pembina/Tingkat I
NiP! ‘1970'0,41'8 199503 1 002
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TAHUN 2025
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan
kewenangannya. Dokumen perencanaan pembangunan dimaksud yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua
puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk periode S (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1
(satu) tahun. Selain itu sesuai dengan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala
Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.

Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran
dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu
1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2024-2026 yang merupakan periode tahun kedua.

RKPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan
daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RKPD dimanfaatkan untuk
mewujudkan kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang
dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan komponen masyarakat
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal,
efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 memuat Renja Perangkat
Daerah Tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun
2024-2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya
menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen RKPD memberikan gambaran awal sekaligus skenario arah
kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2025 kedepan. Dokumen RKPD ini
menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi sekaligus tetap
melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Sejalan dengan langkah Pemerintah
dalam melakukan upaya pemulihan (recovery) melalui penanganan pandemi
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COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem
keuangan, penyusunan RKPD Tahun 2025 harus mempertimbangkan
keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan recovery dampak pandemi
COVID-19 dan dirancang lebih produktif, efektif dan efisien.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2024-2026, dan mengacu pada Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan
pembangunan nasional tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun
2025. Penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 1 Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2025

Rancangan Kerangka Ekonomi

Daerah

Program Prioritas Pembangunan
Daerah

Rencana Kerja, Pendanaan dan

' Prakiraan Maju
RPJPD L m g RE':,SDTRA

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. RKPD disusun melalui beberapa
tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal
RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD,
perumusan rancangan akhir RKPD, pembahasan rancangan akhir oleh
seluruh Perangkat Daerah, fasilitasi Ranperbup RKPD oleh Gubernur dan
penetapan RKPD.
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Gambar 1. 2 Proses Penyusunan RKPD

Persiapan Penyusunan
Penyusunan
RKPD

Pembahasan
Rancangan Akhir Perumusan Pelaksanaan

oleh Seluruh Rancangan Akhir Musrenbang
Perangkat RKPD RKPD
Daerah

Fasilitasi
Ranperbup
RKPD oleh
Gubernur

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD yaitu
teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up sedangkan untuk
substansi menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial
sebagaimana digunakan dalam penyusunan RKP tahun 2025.

a. Pendekatan Proses

Pendekatan proses yang dilakukan pada proses penyusunan RKPD adalah
pendekatan teknokratik, partisipatoris, politik, top down dan bottom up.

Gambar 1. 3 Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025

Pendekatan
Proses

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi
yang melibatkan pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan
melaksanakan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan
organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas
pembangunan daerah tahun 2025.
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Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan
dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan
rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang
sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan
dalam RPJMN Tahun 2020-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2025 dan RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026. Pendekatan bottom
up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa dan kecamatan melalui
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dimana
Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten dihadiri oleh seluruh
pemangku kepentingan pembangunan daerah.

b. Pendekatan Substansi

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 juga menggunakan
pendekatan substansi yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial,
sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan RKP 2025.

Pendekatan tematik adalah sesuai dengan tema yang menjadi prioritas
dalam suatu jangka waktu tertentu. Pendekatan holistik merupakan penjabaran
tematik dari tema pembangunan kedalam perencanaan dan penganggaran yang
komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.
Pendekatan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan
program pemerintah daerah dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku
kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan.
Pendekatan spasial adalah kegiatan pembangunan yang direncanakan sesuai
fungsi lokasi yang harus berkaitan satu sama lain dan memperhatikan
keterkaitan antar wilayah.

Gambar 1. 4 Pendekatan Substansi Penyusunan RKPD Tahun 2025

( A
folistik
W)

|
T
' \,\‘ A -

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah
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menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam RPJMD akan
dijabarkan secara operasional per tahun selama lima tahun menjadi prioritas
perencanaan tahunan daerah yang dituangkan ke dalam RPKD yang berfungsi
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja-
PD) yang tetap mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan
keterkaitan dokumen perencanaan mulai dari RPJMD /RPD, RKPD, Renstra-PD
dan Renja-PD dengan dokumen anggaran, bahwa seluruh dokumen
perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang sebelumnya
melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang masih perlu dirumuskan
secara bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara
pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu :

1. Secara Substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah
penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1
(satu) tahun;

2. Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan
oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai
landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(R-APBD);

3. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara Faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang — Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-
Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 96);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri E);
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51. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 mengacu pada
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang
RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 dan Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Tulungagung
Tahun 2024-2026 dimana RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini
merupakan tahun kedua periode RPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-
2026. Penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung 2025 berpedoman pada RKP
Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Untuk itu perlu
dilakukan telaah terhadap kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa
Timur, dalam hal ini mengenai keterkaitan dan keselarasan tema dan prioritas
pembangunan, akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV.

Gambar 1. 5 Hubungan Antara RPJPD, RPJMD/RPD dan RKPD Kabupaten
Tulungagung

Perda Nomor 10 Tahun 2008

RPJPD
Lima Tahun Il

RPJPD
Lima Tahun Il 2019-2023

RPD
RPJPD 20142018 —— Perbup Nomor 30 Tahun 2023
Lima Tahun | RPJMD 2024-2026

2009-2013 2018-2023

RPJMD
2014-2018

RPJMD
2009-2013

QO+~ NN T OM~0OO ~ N M 0
O — — T — T T T T YT T o O O O N o
OO0 0000000000000 0O
NN N NN ANANANANNNNNAN NN
alialalalaliajiaisaisiya)isiysiysbysiis)ie)ye
(s TRy WY WY o WY o By o Wy s Hy oy o B a By a B o B a By o BN o HRY o'
¥ NN YN X NN NN X XN X MM X
roeroerrrrrkrfryr¥xrxrxxo

o
0]
=
o
c
o
=
o
3
o
=
B
o
vy
=0
c
=3
\.]
o
]
w

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Bappeda
menyusun RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD/RPD. RKPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2025 mengacu pada target program prioritas, indikator
kinerja, target capaian serta pagu pendanaan Tahun 2025 pada RPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2024-2026. Dokumen RKPD Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA PD. Adapun keterkaitan
RKPD dengan dokumen lainnya adalah sebagaimana sistematika berikut.
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Gambar 1. 6 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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Sumber: Hasil Analisa, 2024

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 adalah
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki guna
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan
Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan. Sedangkan tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Tulungagung
Tahun 2025 adalah sebagai:

1. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;
2. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan daerah;

3. pedoman evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan

4

. landasan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD,
keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat
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Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi,
RKP/program strategis nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD
bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi
daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan
kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran
kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan
lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat
Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi
dalam dokumen RPD. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan
untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan tujuan dan sasaran
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Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh daerah
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan 3 (tiga)
tahunan yang diambil dari dokumen RPD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang
diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan
tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.
Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan
Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi
2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah
Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya
dari Kota Surabaya. Kondisi Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari aspek fisik
wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria fisik tersebut
yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada diberbagai kawasan Kabupaten
Tulungagung. Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak diantara 111°43’
— 112°07° Bujur Timur dan 7°51° — 8°18’ Lintang Selatan, dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Wilayah Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65

km?2.

Secara administratif wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam

beberapa wilayah administratif yang lebih kecil lagi yaitu berupa 19 kecamatan,
257 desa dan 14 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab. Tulungagung

No. | Kecamatan Desa / Kelurahan | Luas Wilayah (km?2)
1. | Besuki 10 82,16
2. | Bandung 18 41,96
3. | Pakel 19 36,06
4. | Campurdarat 9 39,56
5. | Tanggunggunung 7 117,73
6. | Kalidawir 17 97,81
7. | Pucanglaban 9 82,94
8. | Rejotangan 16 66,49
9. | Ngunut 18 37,70
10. | Sumbergempol 17 39,28
11. | Boyolangu 17 38,44
12. | Tulungagung 14 13,67
13. | Kedungwaru 19 29,74
14. | Ngantru 13 37,03
15 | Karangrejo 13 35,54
16. | Kauman 13 30,84
17. | Gondang 20 44,02
18. | Pagerwojo 11 88,22
19. | Sendang 11 96,46

Jumlah 271 1.055,65

Sumber: Tulungagung Dalam Angka, 2024
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Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.2 Topografi

Menurut Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2022, Kabupaten
Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah.
Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari
permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa
untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang
mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah
ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang
sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan
ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo
sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa.

Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu
Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan
Kecamatan Pagerwojo. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut),
dataran di Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

e Om-499m =94,83 % ;
e 500m - 700 m = 4,06 %;
e 700 m keatas = 1,11 %.
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Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.3 Geologi
Berdasarkan ciri fisik dan keadaan batuan wilayah Kabupaten
Tulungagung dapat dibagi menjadi 6 kelompok batuan induk sebagai berikut :

- Endapan liat dan pasir yang terdapat di wilayah Kecamatan Bandung,
Besuki, Campurdarat, Pakel, Kalidawir, Boyolangu, Tulungagung,
Gondang, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, dan Ngunut.

- Endapan liat yang terdapat di wilayah Kecamatan Bandung dan Besuki.

- Turf dan batuan vulkan terdapat di wilayah Kecamatan Tanggunggunung.

- Batuan kapur dan napal terdapat di wilayah Kecamatan Tanggunggunung,
Sumbergempol, Kalidawir, Rejotangan, dan Pucanglaban.

- Abu pasir turf terdapat di wilayah Kecamatan Ngunut dan Kecamatan
Rejotangan.

- Turf vulkan intermedier terdapat di wilayah Kecamatan Sendang, Gondang,
Kauman, Karangrejo, dan wilayah Kecamatan Pagerwojo.
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Gambar 2. 3 Peta Geologi Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.4 Jenis Tanah
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulungagung adalah :
Tanah alluvial coklat kekelabuan terdapat di wilayah Kecamatan Bandung
dan Kecamatan Besuki.
Tanah alluvial coklat tua kekelabuan terdapat di wilayah Kecamatan
Besuki, Pakel, Campurdarat, Tulungagung, Boyolangu, Pucanglaban dan
Kalidawir.
Tanah assosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di
Kecamatan Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Gondang, Boyolangu,
Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, Kalidawir, dan
Ngunut.
Tanah litosol terdapat di wilayah Kecamatan Bandung, Besuki,
Tanggunggunung, Boyolangu, dan Kalidawir.
Tanah litosol mediteran dan resina terdapat di Kecamatan Besuki,
Tanggunggunung, Sumbergempol, Kalidawir, @ Pucanglaban dan
Rejotangan.
Tanah regosol coklat kekelabuan terdapat di Kecamatan Ngunut,
Pucanglaban, dan Rejotangan.
Tanah mediteran coklat kemerahan terdapat di Kecamatan Gondang,
Kauman, Karangrejo, Pagerwejo dan Sendang.
Tanah litosol coklat kemerahan terdapat di Kecamatan Pagerwejo dan
Kecamatan Sendang.
Tanah andosol terdapat di Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwejo.
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Dilihat dari jenis tanah yang ada serta hubungannya dengan penggunaan
tanah, perlu diperhatikan sifat kimia dan fisika tanah setempat yang nantinya
dapta dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas tanah seoptimal
mungkin. Tanah-tanah litosol yang mendominasi wilayah bagian selatan
Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Besuki, Tanggunggunung,
Kalidawir dan Pucanglaban mempunyai kedalaman efektif tanah dangkal karena
topografi yang bergelombang serta kemiringan tanah lebih dari 40%. Maka pada
daerah ini diharapkan ditanami dengan tanaman keras yang mempunyai nilai
ekonomi tinggi dan sekaligus berfungsi sebagai tanaman pelindung dan zona
perakaran untuk tata air.

Tanah litosol dengan batuan induk kapur terdapat di Kecamatan
Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban mempunyai kedalaman efektif yang
dangkal dan kandungan unsur haranya miskin serta mempunyai kepekaan yang
besar terhadap erosi. Untuk itu perlu ditingkatkan pengembangan hutan jati dan
tanaman palawija di daerah ini.
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Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.5 Kemampuan Tanah
A. Kemiringan Tanah
Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam prosentase (%) dimana setiap
1% kemiringan tanah berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari 2
tempat sejauh 100 meter. Wilayah Kabupaten Tulungagung dapat
dikelompokkan menjadi 6 (enam) klasifikasi kemiringan tanah sebagai berikut:
Lereng antara 0-2% merupakan wilayah yang datar dengan luas 46.971,24
hektar atau 40,8% terdapat pada hampir semua wilayah kecamatan,
kecuali wilayah Kecamatan Sendang, Pagerwojo dan Tanggunggunung.
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Lereng antara 2-8% merupakan wilayah yang datar hingga landai dengan
luas 5.637,01 hektar atau 4,9%, terdapat hampir disemua kecamatan
kecuali Kecamatan Tanggunggunung, Sendang, Pagerwojo, Tulungagung,
Pakel, Kedungwaru, Sumbergempol, Ngunut dan Ngantru.
Lereng antara 8-15% merupakan wilayah yang landai hingga berombak
dengan luas 8.317,46 hektar atau 7,2%, terdapat di hampir semua
kecamatan kecuali Tulungagung, Pakel, Kedungwaru, Ngantru,
Sumbergempol, dan Ngunut.
Lereng antara 15-25% merupakan wilayah yang berombak hingga
bergelombang lemah dengan luas 15.875,66 hektar atau 13,8% terdapat di
Kecamatan Karangrejo, Kauman, Sendang, Pagerwojo, Gondang, Bandung,
Boyolangu, Campurdarat, Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir,
Pucanglaban, dan Rejotangan.
Lereng antara 25-40% merupakan wilayah bergelombang lemah hingga
bergelombang kuat dengan luas 22.985,19 hektar atau 19,98% terdapat di
Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Bandung, Besuki, Campurdarat,
Boyolangu, Kalidawir, Pucanglaban, Gondang dan Rejotangan.
Lereng lebih dari 40% merupakan wilayah bergelombang kuat dengan luas
15.254,44 hektar atau 13,26% terdapat di Kecamatan Sendang, Pagerwojo,
Besuki, Campurdarat, Kalidawir, Gondang, Rejotangan, Tanggunggunung,
Bandung, dan Pucanglaban.
Secara rinci data dan penyebaran kemiringan tanah dapat dilihat pada
gambar sebagaimana terlampir di bawah ini.

Kemiringan 40%,
13%

Kemiringan 0-2%,
Kemiringan 25-40%, 41%

20%

Kemiringan 2-8%,

Kemiringan 8-15%;
5%

7%
Grafik 2. 1 Penyebaran Kemiringan Tanah Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043
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B. Kedalaman efektif tanah
Kedalaman efektif tanah, pengaruhnya sangat besar terhadap

pertumbuhan akan tanaman. Sehubungan dengan hal tersebut di wilayah
Kabupaten Tulungagung dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Kedalaman lebih dari 90 Cm, meliputi wilayah seluas 50.767,59 Ha atau
44,13% dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung, kedalaman ini terdapat
dihampir seluruh kecamatan kecuali Tanggunggunung.

Kedalaman 60 - 90 Cm, meliputi wilayah seluas 16.094,24 Ha atau 3,99%
dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Kedalaman ini tersebar di
Kec.Sendang, Pagerwojo, Pucanglaban, Campurdarat, Besuki dan
Karangrejo.

Kedalaman 30 - 60 Cm, meliputi wilayah seluas 31.176,11 Ha atau 27,10%
dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Kedalaman ini tersebar di Kec.
Tanggunggunung, Campurdarat, Besuki, Sendang, Rejotangan,
Pucanglaban, Pagerwojo, Kalidawir dan Bandung.

Kedalaman kurang dari 30 Cm, meliputi wilayah seluas 17.003,06 Ha atau
14,78% dari luas wilayah. Kedalaman tersebut terdapat di Kecamatan,
Gondang, Rejotangan, Kauman, Kalidawir, @Bandung, Besuki,
Campurdarat, Pucanglaban, Tanggunggunung, Sendang, Pagerwojo, dan
Boyolangu.

Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran klasifikasi kedalaman efektif

tanah di setiap kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Grafik 2. 2 Persentase Kedalaman Efektif Tanah Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

C. Tekstur Tanah

Tekstur tanah berpengaruh terhadap pengolahan tanah dan pertumbuhan
tanaman. Sifat tekstur tanah berhubungan erat dengan kandungan udara dalam
rongga tanah (porositas), peresapan (permeabilitas), serta daya menyimpan air
dan unsur hara lainnya (mudah tidaknya tererosi). Tekstur tanah ditentukan oleh
perbandingan partikel pasir, debu dan liat. Tanah bertekstur halus lebih dalam
reaksi kimianya dari pada tanah bertekstur kasar. Berdasarkan kelas tekstur
tanah, wilayah Tulungagung dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

- Tanah bertekstur halus, meliputi wilayah seluas 46.948,23 Ha atau 40,81%
dari luas Kabupaten Tulungagung. Golongan ini terdapat di Kecamatan
Sendang, Pagerwojo, Ngantru, Pucanglaban, Pakel, Bandung, Campurdarat
dan Besuki.

Tanah bertekstur sedang, meliputi luas wilayah 29.887,65 Ha atau 25,98%
dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Golongan ini terdapat di hampir
semua kecamatan, kecuali Kecamatan Rejotangan.

Tanah bertekstur kasar, meliputi wilayah seluas 38.251,13 Ha atau 33,25%
dari luas wilayah Kabupaten Tulungagung. Golongan ini terdapat di
Kecamatan Pucanglaban.

2.1.1.6 Ekoregion

Kabupaten Tulungagung memiliki jenis satuan ekoregion yang sangat
beragam di wilayahnya. Satuan ekoregion di Kabupaten Tulungagung tercatat
berjumlah 12 jenis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik
lingkungan di wilayah Kabupaten Tulungagung cukup beragam, sehingga dalam
pengelolaannya pun membutuhkan penanganan yang berbeda-beda pada tiap
kecamatan, yang disesuaikan dengan karakteristik khusus pada masing-masing
ekoregion. Satuan ekoregion terluas yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu
dataran fluviovulkan material piroklastik dengan luas 61.041,77 ha. Satuan
ekoregion terluas kedua dan ketiga berturut-turut yaitu perbukitan solusional
karts jalur Pacitan Blambangan Batugamping Terumbu (31.052,90 ha) dan kaki
gunung api Liman Dorowati material piroklastik (8.896,92 ha).

Dominannya material gunungapi yang melepaskan material piroklastik
berpotensi untuk kesuburan tanah sehingga baik untuk pertanian. Keindahan
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pemandangan alam di sekitar gunungapi juga berpotensi untuk pengembangan
bidang pariwisata. Tetapi perlu diwaspadai juga ketika saatnya gunungapi
tersebut akan meletus maka evakuasi dan penyelamatan penduduk perlu
diutamakan. Relief gunungapi yang terjal dan dapat terlepas juga dapat menjadi
faktor rawan longsor. Daerah daerah yang rawan longsor sebaiknya dihindari
untuk aktivitas manusia. Untuk pencegahan, sebaiknya diperbanyak
penanaman hutan di bagian atas untuk menahan tanah agar tidak mudah
longsor.
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2.1.1.7 Penggunaan Wilayah

Pola penggunaan wilayah merupakan salah satu faktor yang
mencerminkan aktivitas manusia. Dalam aktivitas ini tercermin tindakan
manusia yang terbaik terhadap sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan
hidup, baik sebagian maupun keseluruhan. Pola penggunaan wilayah pada
hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi,
jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan wilayah di
suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah
tersebut.

Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung bersifat dinamis, artinya
penggunaan wilayah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan
yang ada. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan atau rencana
umum tata ruang juga memperhatikan fakta wilayah yang ada diantaranya
penggunaan wilayah yang saat ini ada. Hal ini dimaksudkan agar alokasi
kegiatan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah.

Penggunaan wilayah di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada diagram
berikut
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No Tutupan Lahan Luas (Ha) | Prosentase
1 |Belukar 1.448,31 1,27% Belukar Hamparan
2 |Danau 16,44 0,01% Rambak. L Pasir Pantai |
3 |Empang 3,13 0,00% lkan =" 0,00%
4 |Hamparan Pasir Pantai 0,71 0,00%
9 |Hutan 40.060,92 35,00% Sawah Tadah Sawabh Irigasi
é |Hutan Rakyat 452,29 0,40% Hujan 20,40%
7 ladang 4.556,46 3,98% 1,90%
8 |Padang Rumput 146,19 0,13%
9 |Perkebunan 9.070,81 7,93% Permukiman
10 |Permukiman 26.023,58 22,7 4% 22,79%
11 |Sawah Irigasi 23.350,00 20,40% Hutan Rakyat
12 |Sawah Tadah Hujan 2.175,85 1,90% 0,40%
13 |Sungai 728,73 0,64%
14 |Tambak lkan 43,30 0,04% Perkebunan
15 |Tegal 6.007,63 5,25% 7,93% Padang Rumput...
16 |Waduk 368,19 0,32%
Total 114.452,53 100,00%

Grafik 2. 3 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Berdasarkan perhitungan peta, dominasi penggunaan lahan eksisting di
Kabupaten Tulungagung meliputi:
- Hutan sebesar 35,00%
- Permukiman sebesar 22,74%
- Sawabh irigasi sebesar 20,40%
- Perkebunan 7,93%
- Tegal sebesar 5,25%
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Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2.1.1.8 Kawasan Rawan Bencana
Sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung adalah daerah rawan bencana,
terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Selain itu di sebelah
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selatan Kabupaten Tulungagung yaitu di kawasan pesisir merupakan wilayah
rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng.

Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Tulungagung terutama
jika musim hujan tiba. Terdapat beberapa 2 (dua) faktor yang menyebabkan
sebagian besar kawasan di Tulungagung masuk kategori rawan bencana tingkat
sedang dan tinggi.

Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah,
aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan
(vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak
bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk
bencana tanah longsor adalah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Gondang,
Sendang dan Pagerwojo. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai
kemiringan Terjal (30-50%) sampai sangat terjal (>70%) sehingga memiliki
kerentanan relatif besar untuk terjadinya longsor.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia,
maka Kabupaten Tulungagung juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat
dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng IndoAustralia dan Eurasia.
Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Besuki,
Tanggunggunung dan Kalidawir.

Berdasarkan data dan informasi bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan
dengan data dari catatan (data dibi, 2008-2017) serta bencana yang berpotensi
terjadi, maka bencana yang dapat mengancam Kabupaten Tulungagung meliputi:
Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Putting Beliung. Jenis-jenis ancaman bencana
yang ada di Kabupaten Tulungagung yang termasuk dalam kategori Bencana
yang disebabkan oleh :

- Bencana Geologi meliputi: bencana gempabumi, tanah longsor, tsunami;
Bencana Hidrometeorologi meliputi: bencana banjir dan tanah longsor,
angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dan
gelombang ekstrm dan abrasi.

Tingkat Risiko diperoleh berdasarkan penggabungan antara Tingkat
Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Tingkat Risiko merupakan salah satu komponen
yang digunakan dalam penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana) di tingkat
kabupaten/kota. Penentuan Tingkat Risiko dilakukan dengan menggunakan
matriks seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.

Gelombang
Ekstrim dan Abrasi

Banjir Bandang,
Gempabumi,
Tsunami, Cuaca
Ekstrim

RENDAH

TINGKAT
KERUGIAN

TINGGI

B

Gambar 2. 8 Matriks Penentuan Tingkat Resiko di Kabupaten Tulungagung
Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023
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Penentuan dilaksanakan dengan menghubungkan kedua nilai indeks
dalam matriks tersebut. Warna tempat pertemuan nilai tersebut melambangkan
tingkat kapasitas. Untuk lebih jelas penetapan Tingkat risiko bencana di
Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 2 Tingkat Resiko Kabupaten Tulungagung

] Tingkat Tingkat Tingkat
No. Jenis Bencana Kapasitas Kerugian Resiko
1. | Banjir Sedang Tinggi Tinggi
2. | Banjir Bandang Tinggi Tinggi Sedang
3. | Gempa bumi Tinggi Tinggi Sedang
4. | Tsunami Tinggi Tinggi Sedang
5. | Tanah Longsor Sedang Tinggi Tinggi
6. | Gelombang Ekstrim dan Abrasi Sedang Sedang Sedang
7. | Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Sedang
8. | Kekeringan Sedang Tinggi Tinggi
9. | Kebakaran Hutan dan Lahan Sedang Rendah Rendah

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tulungagung 2019-2023

Berdasarkan tabel tingkat risiko bencana di Kabupaten Tulungagung, jenis
bencana dengan potensi tingkat risiko Rendah adalah Kebakaran Hutan dan
Lahan. Potensi tingkat risiko Sedang adalah Banjir Bandang, Gempabumi,
Tsunami, Gelombang Ekstrim dan Abrasi dan Cuaca Ekstrim, sedangkan
bencana yang berpotensi dengan tingkat risiko Tinggi adalah Banjir, Tanah
Longsor serta Kekeringan. Selain rawan bencana longsor dan gempa bumi, di
Kabupaten Tulungagung juga rawan terjadi bencana alam lainnya. Berikut ini
tabel daerah rawan bencana di Kabupaten Tulungagung :

Tabel 2. 3 Daerah/Desa Rawan Bencana di Kab. Tulungagung

B::::;;a Kecamatan Desa
Tanah Longsor | Pagerwojo Kradinan, Samar, Gambiran, Wonorejo,
Mulyosari, Sidomulya, Pagerwojo
Sendang Geger, Sendang, Picisan, Kedoyo,Nglurup,
Nyawangan
Kalidawir Kalibatur, Karangtalun, Rejosari, Tunggangri
Karangrejo Sukorejo, Tulungrejo, Jeli
Kauman Bolorejo
Besuki Besuki, Besole, Sedayugunung, Tanggulturus,
Keboireng
Tanggunggunung Ngrejo
Rejotangan Tenggong
Banjir Rejotangan Sumberagung, Tugu, Jatidowo, Banjarejo
Kalidawir Pakisaji, Betak
Campurdarat Ngentrong
Bandung Mergayu
Banjir Ancar Rejotangan Tugu, Jatidowo, Tanen
Pucanglaban Sumberbendo
Ngantru Pakel
Campurdarat Campurdarat, Gamping, Gedangan, Ngentrong,
Pelem
Besuki Tulungrejo, Besuki, Keboireng, Tanggalturus,

Siyotobagus, Besole

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025
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Jenis

Bencana Kecamatan Desa
Bandung Talunkulon, Nglampir, Batengan, Gandong,
Singgit, Suruhan Kidul, Suruhan Lor,
Bandung, Kesambi, Soko
Boyolangu Wajak Kidul, Ngranti, Kendalbulur, Waung
Pakel Gombang
Kalidawir Ngubalan
Puting Beliung | Rejotangan Pakisrejo
Campurdarat Gedangan
Gondang Ngrendeng
Karangrejo Sukorejo
Boyolangu Waung, Moyoketen
Kedungwaru Rejoagung
Ngantru Batokan
Angin Kencang | Sendang Kedoyo, Talang
Tulungagung Botoran
Karangrejo Sukorejo
Kalidawir Kalibatur
Sumbergempol Sumberdadi
Boyolangu Bono, Tanjungsari
Pagerwojo Mulyosari, Sidomulyo
Campurdarat Pojok
Kedungwaru Rejoagung, Ketanon, Kedungwaru, Plandaan,
Boro
Kauman Sidorejo, Karanganom
Pakel Sambitan, Kasreman, Bono, Bangunmulyo
Besuki Tanggulwalehan
Bandung Ngunggahan
Gondang Mojoarum
Ngunut Ngunut
Tsunami Pucanglaban Pucanglaban
Tanggunggunung Ngrejo
Besuki Keboireng, Besole
Kalidawir Kalibatur
Kekeringan Tanggunggunung Tenggarejo, Kresikan, Pakisrejo
Gempa Tanggunggunung Pakisrejo, Ngepoh, Tanggunggunung
Bumi/Tanah Kalidawir Rejosari
Retak Campurdarat Campurdarat
Pagerwojo Sidomulyo

Sumber: BPBD Kab. Tulungagung, 2024
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Berdasarkan hasil kecenderungan dan tingkat resiko bencana, prioritas
penanggulangan bencana di Kabupaten Tulungagung adalah :

- Prioritas 1 dengan tingkat Risiko Tinggi dan kecenderungan risiko naik
adalah untuk bencana Tanah longsor dan Banjir
Prioritas 1 dengan tingkat Risiko Tinggi dan kecenderungan risiko tetap
adalah untuk bencana Kekeringan
Prioritas 2 dengan tingkat Risiko sedang dan kecenderungan risiko tetap
adalah untuk bencana Tsunami, Gempabumi, Gelombang Ektrim dan
Abrasi, Cuaca Ekstrim, Banjir Bandang
Prioritas 2 dengan tingkat Risiko Rendah dan kecenderungan risiko tetap
adalah untuk bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Mengacu pada strategi spesifik dalam Dokumen Kajian Resiko Bencana
Kabupaten Tulungagung 2019-2023 terbagi menjadi 3 strategi antara lain
strategi peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan
kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan pengembangan system
pemulihan bencana. Untuk penjelasan lebih detail adalah sebagai berikut:

e Pencegahan dan mitigasi bencana

Upaya pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui

penerapan sumur resapan dan biopori, khususnya di Wilayah rawan banjir

Melakukan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui

perlindungan daerah tangkapan air. daerah tangkapan air dapat dibangun

di kecamatan yang memiliki topografi landai hingga datar.

Melakukan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui

restorasi sungai.

pengurangan frekuensi dan dampak bencana longsor melalui penguatan

lereng, khususnya di daerah yang berpotensi bahaya longsor. Penguatan

lereng dapat dilakukan oleh masyarakat dan Pemda dengan membuat
tanggul penahan tanah pada lereng-lereng terjal.

Melakukan penguatan aturan daerah tentang pemanfaatan dan

pengelolaan air permukaan. Pemanfaatan air permukaan dapat diterapkan

di kecamatan yang berpotensi bahaya kekeringan untuk mengurangi risiko

bencana kekeringan.

Melakukan penguatan aturan daerah tentang pengembangan sistem

pengelolaan dan pemantauan area Hulu DAS untuk deteksi dan

pencegahan bencana banjir bandang.

Penegakan Hukum untuk pelanggaran penerapan IMB khususnya

bangunan tahan gempabumi.

Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko tinggi.

Melakukan pembangunan/ revitalisasi tanggul, embung, waduk dan

taman kota di daerah berisiko banjir.

Melakukan pengurangan frekuensi dan dampak bencana longsor melalui

konservasi vegetatif DAS.

e Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

Mengantisipasi bahaya Gempabumi melalui Penguatan Kesiapsiagaan

menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi.

Melakukan Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk

Penanganan Darurat bencana Tsunami berdasarkan Perencanaan

Kontijensi.
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Melakukan Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah
Evakuasi Kejadian Bencana Tsunam. Hal tersebut merupakan salah satu
upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tsunami di
Kabupaten Tulungagung.
Melakukan Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi
Masyarakat untuk Bencana Tsunami Pemerintah daerah Kabupaten
Tulungagung perlu melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi
bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi.
Melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor
melalui Perencanaan Kontijensi.
Melakukan Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah
Evakuasi Kejadian Bencana Tanah Longsor.
Melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran
Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi.
Melakukan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan
dan Lahan Daerah.
Melaksanakan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan
melalui Perencanaan Kontijensi terpadu.
Melakukan penguatan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
Kekeringan Daerah.
Melakukan Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir
Bandang melalui Perencanaan Kontijensi.
Melakukan Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang
Daerah
Peningkatan mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
Peningkatan mekanisme Operasi Tanggap Darurat Bencana
Peningkatan mekanisme Pelaksanaan Kajl Cepat untuk Penetapan Status
Darurat Bencana
Peningkatan mekanisme Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan
Korban pada Masa Krisis
Peningkatan Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat
Bencana
Peningkatan mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat
bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme
Peningkatan mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana.

e Pemulihan bencana
Melakukan perencanaan pemulihan pelayanan dasar Pemerintah pasca
Bencana. Perencanaan dapat dilakukan BPBD bersama dengan Bappeda,
Dinas Sosial dan Dinas PU Kabupaten Tulungagung.
Melakukan perencanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana.
BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum melakukan
pemulihan infrastruktur di lokasi terdampak bencana.
Melakukan perencanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana.
Perencanaan dimulai dengan laporan masyarakat terkait jumlah
kerusakan rumah kepada Dinas terkait Kabupaten Tulungagung.
Melakukan penguatan kebijakan dan
mekanisme Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan
Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru. Penguatan kebijakan
dan mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana
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dilakukan oleh BPBD bekerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas PU,
Dinas Sosial maupun masyarakat yang tergabung dalam Forum PRB.

Berikut merupakan Rekapitulasi

Tulungagung pada Tahun 2023.

Kejadian Bencana di

Kabupaten

Tabel 2. 4 Rekapitulasi kejadian bencana di Kab. Tulungagung Tahun 2023

No

Jenis Bencana

Jumlah Kejadian

1 | Banjir

2 Cuaca ekstrem

3 | Tanah longsor

4 | Kekeringan

42

Sumber: BPBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

2.1.1.9

Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2023 sebanyak
1.134.703 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 568.527 jiwa atau
sebesar 50,10% dan penduduk perempuan sejumlah 566.176 jiwa atau sebesar
49,90%. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.075 jiwa/km?2. Penduduk
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,586% jika
dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut ini adalah grafik jumlah penduduk
Kabupaten Tulungagung dari tahun 2019-2023:
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Grafik 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Tahun di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 - 2022
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

Tabel 2. S Jumlah Penduduk 2019-2023 dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Per Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

JUMLAH PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN

2019- | 2020- | 2021- | 2022-

No KECAMATAN | 2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa % % % %

1 Tulungagung | 67.513 | 71.201 67.742 66.786 66.864 | -0,001 | 0,053 | -0,049 | 0,001
2 Boyolangu 85.500 | 88.224 85.840 86.222 86.827 0,010 | 0,031 | -0,027 | 0,007
3 Kedungwaru |93 .984 | 96.317 95.030 95.335 95.807 0,009 0,025 | -0,013 | 0,005
4 [Ngantru 58,384 | 58.596 59.278 | 5,9421 59.798 0,008 | 0,004 | 0,011 0,006
5 Kauman 53.940 | 53.428 53.435 53.112 53.288 0,007 | -0,010 | 0,000 0,003
6 [Pagerwojo 32.173 | 32.504 32.813 33.109 33.360 0,014 | 0,010 | 0,009 | 0,008
7 |[Sendang 47.759 | 48.531 49.277 49 .353 49.724 0,013 0,016 | 0,015 0,007
8 Tulungagung | 67.513 | 71.201 67.742 66.786 66.864 | -0,001 | 0,053 | -0,049 | 0,001
9 Boyolangu 85.500 | 88.224 85.840 86.222 86.827 0,010 0,031 | -0,027 | 0,007
10[Kedungwaru |93 .984 | 96.31 7 95.030 95.335 95.807 0,009 | 0,025 | -0,013 | 0,005
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JUMLAH PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN

2019- | 2020- | 2021- | 2022-

No| KECAMATAN | 2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa % % % %

11Ngantru 58,384 | 58.596 59.278 | 5,9 421 59.798 0,008 | 0,004 | 0,011 0,006
12|[Kauman 53.940 | 53.428 53.435 53.112 53.288 0,007 | -0,010 | 0,000 | 0,003
13|Pagerwojo 32.173 | 32.504 32.813 33.109 33.360 0,014 | 0,010 | 0,009 | 0,008
14/Sendang 47.759 | 48.531 49.277 49 .353 49,724 0,013 | 0,016 | 0,015 | 0,007
15Karangrejo 44 981 | 44.896 45.244 45.257 45.403 0,003 | -0,002 | 0,007 | 0,003
16/Gondang 61.443 | 60.127 60.464 60.527 60.822 0,007 | -0,022 | 0,005 | 0,005
17|Sumbergempol| 74.189 | 73.168 74.166 74.630 75.299 0,010 | -0,014 | 0,013 | 0,009
18 Ngunut 84.438 | 84.170 84.722 84.674 85.166 -0,001 | -0,003 | 0,006 | 0,006
19Pucanglaban | 25.919 | 26.811 27.027 27.032 27.173 0,013 | 0,034 | 0,008 | 0,005
Jumlah 1.'912110 1.118.8141.126.542(1.127.017|1.134.703| 0,009 | 0,007 | 0,007 | 0,006

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tulungagung, 2024

Dilihat dari tabel di atas bahwa diperoleh laju pertumbuhan penduduk
tertinggi di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 yaitu Kecamatan Pakel
sebesar 0,92%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk terendah di Kabupaten
Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung yaitu sebesar 0,01%.

Berbicara mengenai kepadatan penduduk, Kabupaten Tulungagung
memiliki luas administratif 1.055,65 Km? yang terbagi menjadi 19 kecamatan.
Kepadatan penduduk merupakan satuan yang menyatakan banyaknya jumlah
penduduk yang menempati area tiap 1 Km2. Kabupaten Tulungagung memiliki
persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa kecamatan. Konsentrasi
peradaban terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Lebih
detail mengenai kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk di Kab. Tulungagung Tahun 2023

JUMLAH LUAS KEPADATAN
NO KECAMATAN PENDUDUK WILAYAH PENDUDUK
Jiwa Km?2 Jiwa/ Km2
1 Tulungagung 66.864 13,67 4.891,29
2 Boyolangu 86.827 38,44 2.258,77
3 Kedungwaru 95.807 29,74 3.221,49
4 Ngantru 59.798 37,03 1.614,85
S Kauman 53.288 30,84 1.727,89
6 Pagerwojo 33.360 88,22 378,15
7 Sendang 49.724 96,46 515,49
8 Karangrejo 45.403 35,54 1.277,52
9 Gondang 60.822 44 .02 1.381,69
10 | Sumbergempol 75.299 39,28 1.916,98
11 | Ngunut 85.166 37,70 2.259,05
12 | Pucanglaban 27.173 82,94 327,62
13 | Rejotangan 83.803 66,49 1.260,39
14 | Kalidawir 78.251 97,81 800,03
15 | Besuki 40.026 82,16 487,17
16 | Campurdarat 60.123 39,56 1.519,79
17 | Bandung 49.921 41,96 1.189,73
18 | Pakel 56.049 36,06 1.554,33
19 | Tanggunggunung 66.864 117,73 229,33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 II-22



Dengan luas 1.055,65 km, Kabupaten Tulungagung memiliki kepadatan
penduduk sebesar 1.074,89 jiwa/km atau dengan kata lain bahwa setiap km
wilayah Kabupaten Tulungagung rata-rata dihuni oleh 1.074 jiwa.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Per Usia di Kab. Tulungagung Tahun 2023

No. Keterangan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 - 4 tahun 31.178 29.214 60.392
2 5 - 9 tahun 36.718 34.403 71.121
3 10 - 14 tahun 42.039 39.352 81.391
4 15 - 19 tahun 42.237 39.944 82.181
5 20 - 24 tahun 43.814 41.524 85.338
6 25 - 29 tahun 40.586 37.957 78.543
7 30 - 34 tahun 36.508 34.966 71.474
8 35 - 39 tahun 39.099 39.400 78.499
9 40 - 44 tahun 45.336 46.624 91.960
10 45 - 49 tahun 42.606 43.455 86.061
11 50 - 54 tahun 44.139 44.345 88.484
12 55 - 59 tahun 36.523 37.549 74.072
13 60 - 64 tahun 30.510 31.812 62.322
14 65 — 69 tahun 21.956 23.547 45.503
15 70- 74 tahun 16.201 16.644 32.845
16 > 75+ tahun 19.077 25.440 44.517
TOTAL 568.527 566.176 1.134.703

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung,
2024
Sementara itu untuk jumlah penduduk dengan usia produktif yakni umur
15-64 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0-14 109.935 102.969 212.904
15-64 401.358 397.576 798.934
65+ 57.234 65.631 122.865
Jumlah 568.527 566.176 1.134.703

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung,
2024

Bahwa terlihat pada tabel nampak penduduk di Kabupaten Tulungagung
sebesar 798.934 jiwa merupakan usia produktif/usia kerja (15-64 tahun)
berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan ada 212.904 jiwa yang
merupakan usia belum produktif (0-14 tahun). Dan ada 122.865 jiwa usia 65
tahun lebih adalah usia yang sudah tidak produktif. Jika dilihat dari jenis
kelamin, laki-laki lebih besar jumlahnya ada di usia produktif dan usia belum
produktif sedangkan usia yang tidak produktif perempuan lebih besar
jumlahnya.

Jika di gambarkan dalam piramida, jumlah penduduk di Kabupaten
Tulungagung adalah sebagai berikut:
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Grafik 2. 5 Piramida Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung, 2024

Dari gambar piramida penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2022 di
atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk wusia produktif lebih tinggi
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Hal ini menjadi
bonus demografi bagi pemerintah dan seharusnya menjadi keunggulan
tersendiri, karena dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif maka akan
dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebagian besar atau mayoritas
dari masyarakatnya menganut agama Islam, selain itu sebagian kecil ada yang
menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu
dan penganut aliran kepercayaan. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung
berdasarkan jenis agama yang dipeluk sebagaimana terdapat dalam tabel di
bawah ini:

Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tulungagung

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

1 | Islam 1.099.629 | 1.101.971 | 1.110.179 | 1.111.583 [ 1.118.276
2 | Kristen Protestan 12.480 12.465 12.506 12.285 12.230
3 | Kristen Katolik 3.155 3.161 3.168 3.092 3.069
4 | Budha 950 936 889 836 832
S | Hindu 124 133 132 140 140
6 | Kong Hu Cu 17 17 16 16 16
7 | Lain-lain 118 131 127 135 140

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung,
2024
Berdasarkan tabel diatas dari jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung
sebesar 1.134.703 yang beragama Islam ada sebanyak 1.118.276 atau sebesar
98,552%, artinya mayoritas penduduk Kabupaten Tulungagung beragama Islam.
Sebanyak 1,078% penduduk Kabupaten Tulungagung beragama Kristen
Protestan dan yang beragama Kristen Katolik sebesar 0,270%. Selanjutnya
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penduduk Tulungagung yang beragama Budha sebesar 0,073%, yang beragama
Hindu sebesar 0,012%, yang beragama Kong Hu Cu sebesar 0,001% dan yang
menganut aliran kepercayaaan sebesar 0,012%.

2.1.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah

A. Potensi Sumber Daya Alam

1. Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
6606/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 5.951,54 Ha terletak di
Kecamatan Besuki, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan
Kalidawir, Kecamatan Kauman, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban,
Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Tanggunggunung.

Terdapat permasalahan konversi lahan di Kabupaten Tulungagung yaitu
kawasan lindung menjadi kawasan budidaya tegalan, dan kebun campuran yang
perlu dikendalikan sehingga tidak meluas dan direboisasi. Berdasarkan
permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya penetapan kawasan hutan
lindung dan arahannya untuk mengendalikan perubahan lahan agar
keseimbangan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

2. Hutan Lindung

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk
peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi
dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan
dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Kawasan hutan produksi
di Kabupaten Tulungagung didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6606/ MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021di
Kabupaten Tulungagung berupa Hutan Produksi Tetap dengan luas 34.340,46
Ha.

> SAMUDERA
& - INDONESIA

Gambar 2. 19 Peta Resiko Multi Bencana Kabupaten Tulungagung
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043
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3. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
Kawasan perkebunan rakyat seringkali dibangun dalam bentuk campuran antara
tanaman-tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian jangka pendek. Hasil
produksi kawasan perkebunan rakyat berupa kayu jati, acasia, sengon, mahoni
dan sebagainya dapat diolah menjadi kayu yang siap dipasarkan.

4. Pertanian

e Pertanian Tanaman Pangan

Data pertanian tanaman bahan makanan meliputi luas panen,
produksi, produktifitas dari tanaman padi, palawija dan kacang-kacangan.
Pembangunan subsektor pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk
memelihara kemantapan swasembada pangan. Sedangkan data sentra
produksi pertanian untuk masing-masing tanaman pertanian dan sebarannya
dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2. 10 Sentra Produksi Tanaman Pertanian di Kab. Tulungagung

No Produksi Sentra Produksi

1 [Padi Sendang,Pakel, Rejotangan, Kalidawir, Boyolangu

2 Jagung Tanggunggunung , Besuki, Rejotangan, Ngunut, Ngantru
3 [Ketela Pohon Besuki, Tanggunggunung, Pucanglaban, Sendang

4 Kacang Tanah Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban,

Sumbergempol, Pagerwojo

5 [Kedelai Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Ngunut,

6 [Kacang Hijau Pagerwojo, Sendang

7 |[Ubi Jalar Sendang, Pagerwojo

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043
e Kawasan Hortikultura
Cakupan hortikultura berdasarkan pada data Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tulungagung terdiri dari:

Tabel 2. 11 Sentra Produksi Tanaman Holtikultura di Kab.Tulungagung

No. Komoditas Sentra Produksi
1. Belimbing Rejotangan, Ngunut, Boyolangu, dan Kedungwaru
2. Duku/Langsat Rejotangan, Kedungwaru, Ngantru dan Sendang
3. Durian Besuki, Bandung, Tanggunggunung, Rejotangan,
Kedunewaru. Negantru. Karangreio dan Sendang
Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Kalidawir,
4. Mangga .
Rejotangan, Sumbergempol, Kedungwaru, Ngantru,
S. Manggis Sendang
6. Pepaya Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan, Sumbergempol,
Boyolangu, Ngantru, dan Gondang
7 |Pisan Bandung, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir,
' & Pucanglaban, Rejotangan, Sumbergempol, Ngantru dan
8. ISalak Besuki, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, Kedungwaru,
' Pagerwojo dan Sendang
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No. Komoditas Sentra Produksi

Besuki, Pakel, Campurdarat, Kalidawir, Rejotangan,
Sumbergempol, Kedungwaru, Ngantru dan Sendang

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

9. |Sukun

¢ Kawasan Perkebunan

Tanaman perkebunan dikelompokkan jadi 2 tanaman semusim dan
tanaman tahunan. Tanaman semusim yaitu merupakan tanaman yang hanya
dipanen satu kali dengan siklus hidup satu tahun sekali, contohnya tanaman
tebu,kapas dan tembakau. Sementara tanaman tahunan membutuhkan waktu
yang panjang untuk berproduksi dan bisa menghasilkan sampai puluhan tahun
dan bisa dipanen lebih dari satu kali, misalnya kelapa sawit,karet, kakao,
cengkeh, kopi dan lada. Perkebunan dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu
perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dimana perkebunan besar terdiri dari
perkebunan milik pemerintah dan perkebunan swasta.

Produksi hasil perkebunan besar di Kabupaten Tulungagung didominasi
oleh kelapa yang menghasilkan 6.176 ton. Kecamatan yang menghasilkan kelapa
adalah Kecamatan Pucanglaban, Tanggunggunung, Bandung dan Besuki.
Produksi lainnya hasil perkebunan rakyat di Kabupaten Tulungagung yang
melimpah adalah tebu yang menghasilkan 406.927 ton. Kecamatan yang
menghasilkan tebu terbesar adalah Kecamatan Kedungwaru kemudian
Ngantru dan Sumbergempol.

Dari potensi sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan diatas, sektor
pertanian Kabupaten Tulungagung berperan vital dalam menopang ekonomi
Daerah, dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah karena menyerap
tenaga kerja terbesar, sehingga dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk
memajukan sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

e Kawasan Peternakan

Penjelasan terkait subsektor peternakan di Kabupaten Tulungagung
adalah sebagai berikut:

Ternak Besar

Populasi terbesar adalah sapi potong (122.929 ekor pada tahun 2023) yang

berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan

populasi terbesar terdapat di Kecamatan Rejotangan. Populasi terbesar

kedua adalah sapi perah (25.500 ekor pada tahun 2023) dengan populasi

terbesar di Kecamatan Sendang. Ternak besar lainnya yang diusahakan

adalah kerbau dan kuda.

Ternak Kecil

Populasi terbanyak adalah kambing (169.120 ekor pada tahun 2023) yang

berada di seluruh kecamatan dengan populasi terbesar di Kecamatan

Ngunut. Ternak lain yang diusahakan adalah ternak domba dan babi.

Ternak Unggas

Populasi terbesar adalah ayam pedaging (16.114.170 ekor pada tahun

2023) yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung

dengan populasi terbesar terdapat di Kecamatan Tanggunggunung.

Populasi terbesar kedua adalah ayam ras petelur (5.910.524 ekor pada

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 II-27



tahun 2023) dengan populasi terbesar di Kecamatan Rejotangan. Ternak
unggas lainnya adalah ayam kampung, itik dan mentok

Aneka Ternak

Populasi terbesar adalah burung puyuh (1.349.335 ekor pada tahun 2023)
yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung dengan
populasi terbesar terdapat di Kecamatan Ngunut. Populasi terbesar kedua
adalah burung dara/merpati (17.802 ekor pada tahun 2023) dengan
populasi terbesar di Kecamatan Kedungwaru. Komoditi aneka ternak
lainnya adalah kelinci dan burung walet.

Produksi sektor peternakan

Produksi yang dihasilkan dari sektor peternakan di Kabupaten
Tulungagung terdiri dari daging, susu, dan telur. Produksi daging di
Kabupaten Tulungagung tahun 2023 dengan jumlah total 39.114.879 kg,
dan Produksi susu sebanyak 50.734.567 Kg. Untuk produksi telur di
Kabupaten Tulungagung didominasi olah ayam ras sebanyak 69.558.068,
untuk produsi telur ayam ras terbanyak berada di Kecamatan Rejotangan.

5. Perikanan
e Kawasan Perikanan Tangkap

Usaha tangkap laut berada di perairan pantai selatan Pulau Jawa yaitu
Samudra Indonesia dengan potensi panjang pantai 61,470 km, Total
Potensi sumber daya ikan (SDI) sebesar 491.700 ton per tahun, tingkat
pemanfaat pada umumnya moderate dan fully exploited, dan Total Allowed
Catch (TAC) sebesar 10.000 ton/tahun. RTP Nelayan di Kabupaten
Tulungagung sebanyak 403 RTP. Jumlah nelayan pesisir dan PUD di
Kabupaten Tulungagung sejumlah 1.540 orang dan alat tangkap yang
digunakan berjumlah 403 unit. Adapun wilayah pesisir di Kabupaten
Tulungagung adalah sebagai berikut: Pantai Molang, Dlodo, Sine, Ngelo,
Ngalur, Sanggar, Sioro, Gerangan, Brumbun, Popoh, Sidem, Tangkilan,
Bayem, Gemah, Klatak dan Nglarap, Dari wilayah pesisir tersebut, Sidem,
Sine, Klatak, Nggerangan dan Brumbun merupakan pemukiman nelayan
yang ditata dengan baik

e Kawasan Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya air tawar banyak dikembangkan didataran
rendah dan sedang dalam bentuk kolam-kolam tanah, beton, terpal
dan kolam bundar adapun komoditas utama yang banyak dikembangkan
oleh masyarakat adalah ikan Hias, dengan komoditas utama ikan hias
Maskoki, sedangkan ikan konsumsi, dengan komoditas unggulan
diantaranya : lkan Lele, Gurami, Patin, Nita. Kabupaten Tulungagung
adalah salah satu sentra produksi ikan konsumsi di provinsi Jawa
Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki Kawasan Minapolitan yang
ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Kepmen-KP12013
yang berlokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang dengan komoditas
unggulan ikan lele.
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6. Pertambangan
Potensi bahan tambang Kabupaten Tulungagung sangat beragam baik
dari pertambangan mineral maupun potensi batubara, namun demikian
pengusahaan dan pendayagunaan masih belum optimal dan masih
sebagian kecil saja yang telah dikelola dan memiliki perijinan sesuai
peraturan yang berlaku. Beberapa komoditas tambang yang ada di
Kabupaten Tulungagung antara lain :
Batubara dan lignit dijumpai di Desa Keboireng dan Sedayugunung
Kecamatan Besuki dan Desa Samar Kecamatan Pagerwojo. Potensi yang
ada di Desa Keboireng 441 ton sedangkan lignit adalah jenis batubara
muda yang lebih mudah terbakar terletak di Desa Besuki Kec. Besuki.
Logam Emas, Terdapat satu lokasi indikasi mineralisasi emas di daerah
Jinggring. Emas di daerah ini belum bisa dimanfaatkan/ditambang
karena belum diketahui cadangan/jumlah sumber dayanya dan perlu
dikaji kembali.
Logam Besi, Mineralisasi besi terdapat di Dukuh Ngipik, Klumpit,
Kemiri Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung dengan
indikasi berupa besi laterit. Potensi sumber daya hipotetik sekitar 1.852
ton dengan kadar Fe 52,22-56,69 %, hingga saat ini masih belum
dimanfaatkan.
Pasir Besi, Ditemukan di 4 lokasi yaitu Pantai Sine, Desa Kalibatur
Kecamatan Kalidawir seluas 1.100 ha, Pantai Brumbun dan Direng,
Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung, dan Pantai Dlodo, Desa
Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban. Potensi pasir besi sumber
daya hipotetik 1.852 m3 dan 1.100 ton. Potensi ini sudah
dimanfaatkan/ ditambang.
Mangan, Dijumpai pada 5 titik daerah yaitu di Desa Sebalor dan
Sumberece, Desa Sukoharjo Kec. Bandung, Desa Tenggong dan
Gunung Cemenung Kec. Rejotangan serta Desa Besole Kec. Besuki,
Hasil inventarisasi potensi mineral mangaan antara lain Desa Sebalor
45.000 ton, Desa Tenggong 500 ton, Gunung Cemenung 2.000 ton.
Penambangan telah dilakukan baik secara tradisional maupun
tambang terbuka (open pit).
Batu Gamping, Dijumpai 31 lokasi di 7 kecamatan yaitu Kecamatan
Besuki, Bandung, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir,
Rejotangan, Pucanglaban, dengan sumber daya lebih dari 317 juta
meter kubik.
Kalsit, Kalsit atau batu bintang dijumpai pada lapisan batu gamping
berupa bongkahbongkah kalsit sebagai sisipan batu gamping. Terdapat
di 9 lokasi pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Rejotangan,
Kalidawir, Pucanglaban, Tanggunggunung, Bandung, sedang
sumberdaya belum diketahui sampai sekarang.
Batu Beku/Andesit, Tersebar di Kecamatan Sendang, Gondang,
Pagerwojo, Boyolangu, Kauman, Karangrejo, Rejotangan dan Besuki.
Sirtu, Banyak dijumpai di sepanjang Sungai Brantas yang terdiri dari
pasir, kerikil, kerakal untuk bahan bangunan
Marmer, Deposit marmer dijumpai di Desa Besole Kecamatan Besuki,
Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat dengan jumlah cadangan *
4.322.500 m?2. Marmer menjadi primadona bahan tambang di
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Kabupaten Tulungagung, telah diusahakan lebih maju daripada jenis
bahan tambang lainnya yaitu sebagai industri kerajinan. Terdapat +
148 unit usaha dengan produksi 2.250 ton atau + 285.000 buah. Jenis
marmer merah di Desa Blimbing dan Sumberagung Kecamatan
Rejotangan, sedang marmer putih kapur di Desa Sedayugunung
dan Song Banteng Kecamatan Besuki

7. Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir Kabupaten Tulungagung terdiri dari empat (4)
kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Besuki, Kecamatan Tanggunggunung,
Kecamatan Kalidawir, dan Kecamatan Pucanglaban. Kecamatan Besuki
memiliki luas sekitar 8.366 Hektar dan terdiri dari 10 desa/kelurahan, 21
Dusun, 44 RW dan 226 RT. Kecamatan Tanggunggunung seluas 11.773
hektar dan memiliki 7 desa/kelurahan, 36 Dusun, 73 RW dan 173 RT.

Kecamatan Kalidawir seluas 9743 hektar dan memiliki 17
desa/kelurahan, 54 dusun, 134 RW dan 440 RT. Kemudian Kecamatan
Pucanglaban seluas 8.635 hektar dan memiliki 9 Desa/kelurahan, 24
Dusun, 46 RW dan 164 RT.

Tabel 2. 12 Wilayah Pesisir Kabupaten Tulungagung

No Kecamatan Desa Luas (Ha) Nama Pantai
Sedayugunung 1.999 -
Keboireng 2.942 Pantai Klathak
Besuki 811 Pantai Sidem, Pantai coro
. Besole S77 Pantai Nglarap
1 Besuki Tanggulwelahan 351 Pantai Popoh
(8.366 Ha) Tanggulturus 314 -
Tanggulkundung [704 -
Wateskrovo 165 -
Sivotobagus 292 -
Tulungreijo 211 -
Narejo 4153 Pantai Brumbun, Pantai
Gerangan, Pantai
ienglunghario 2.016 Pantai Sanggar
2 Tanggunggunung g egikan 1.464 Pantai Ngalur, Pantai Pathok
(11.773 Ha) Tanggunggunung |1.832 -
Ngepoh 815 -
Tenggareijo 75 -
Pakisrejo 743 -
Kalibatur 1.513 Pantai Sine
Rejosari 976 Pantai Diodo
Sukorejo Kulon 356 -
Bangyu Urip 741 -
Winong 817 -
Joho 844 -
Pakisaii 262 -
3 Kalidawir Eafi‘lﬂgt?lun Zéllg =
alidawir -
(9.781Ha) Ngubalan 25 -
salak Kembang 243 -
Tunggangri 235 -
Jabon 377 -
Pagersari 619 -
Betak 66 -
Tanjung 227 -
Domasan 267 -
4 |Pucanglaban Pan_ggungka]ak 693 -
Kalidawe 1.504 -
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No Kecamatan Desa Luas (Ha) Nama Pantai

(8.294 Ha) Pucanglaban 1.753 Pantai Kedungtu@pang, Panta_i
Lumbung, Pantai Pacar, Pantai

Sumberbendo 1.265 -

Kaligentong 461 -

Manding 662 -

Panggunguni 774 -

Sumerdadap 542 -

Demuk 981 -

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Dari 10 desa/kelurahan di Kecamatan Besuki, 3 di antaranya
adalah desa/kelurahan memiliki pantai, yaitu Desa Keboireng, Desa Besuki, dan
Desa Besole. Dari 7 desa/kelurahan di Kecamatan Tanggunggunung, 2 di
antaranya adalah desa/kelurahan yang memiliki pantai, yaitu Desa Ngerejo dan
Desa Jengglungharjo. Dari 17 desa/kelurahan di Kecamatan Kalidawir, 2 di
antaranya adalah desa/kelurahan memiliki pantai, yaitu Desa Kalibatur dan
Desa Rejosari. Dari 9 desa/kelurahan di Kecamatan Pucanglaban, 2 di antaranya
adalah desa/kelurahan yang memiliki pantai, yaitu Desa Panggungkalak dan
Desa Pucanglaban.

8. Kawasan Pesisir

Kabupaten Tulungagung terdapat kawasan karst level II (Permen ESDM No.
17 Tahun 2012), dimana terdapat kawasan bukit kapur di Kabupaten
Tulungagung sebagian besar terletak di bagian selatan. Adapun kawasan karst
di Kabupaten Tulungagung meliputi:

Kecamatan Besuki;
Kecamatan Campurdarat;
Kecamatan Tanggunggunung;
Kecamatan Bandung;
Kecamatan Kalidawir; dan

- Kecamatan Pucanglaban.

Luas kawasan karst di Kabupaten Tulungagung sebesar 12.334,37 Ha.
Kawasan yang memiliki perbukitan karst mutlak tidak bisa dilakukan eksploitasi
dan diperlakukan sebagai kawasan konservasi. Kawasan Karst yang mengalami
kerusakan harus segera dilakukan reboisasi agar sifat peresapannya masih tetap
berfungsi. Kawasan Karst di Kabupaten Tulungagung yang terbentang di wilayah
selatan  dan pesisir harus tetap dijaga kelestariannya mengingat fungsinya
sebagai kawasan resapan air.

Tabel 2. 13 Geodiversitas Karst Kawasan Tulungagung Selatan

No Nama Alt (m) Desa Kecamatan Keterangan

1 [Tambang Watu ljo 312 |Panggungun Pucanglaban [Bekas Pertambangan
2 |Sumber Bendo 206 |Demuk Pucanglaban |Air Teriun

3 [Kedung Bebek 139 Nglamupir Bandung ata air

4 Danau Ngebakan 398 |Nglamubir Bandung telaga

5 |Groiokan Dalumpit 309 [Sebalor Bandung ir Teriun

6 [Kalimas 243 [Sebalor Bandung Air Teriun

7 __Air Teriun Watu 193 |Sebalor Bandung ir Teriun

8 |Sumber Gondang 223 [Sebalor Bandung mata air

9 [Sumber Mbeii 126 Nelamubir Bandung ata air

10 |Air Teriun Krama 148 |Pelem Campurdarat |Air Teriun

11 |Goa Linci 157 Neentrong |Campurdarat |goa

12 [Telaga Buret 111 [Sawo Campurdarat telaga
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No Nama Alt (m) Desa Kecamatan Keterangan

13 [Gunung Budeg 103 [Tanggung Campurdarat jintrusi batuan beku
14 [Luweng coban 154 [Pelem campurdarat sinkhole

15 [Luweng ngentrong 102  [Pelem campurdarat sinkhole

16 Tuweng Manten 217 |Ngepoh Tanggunggun Isinkhole

17 Luweng Tledek 240 |Ngepoh Tanggunggun |sinkhole

18 [Luweng Pak Wardi 217 |Ngepoh Tanggunggun Isinkhole

19 |Goa Tenggar 298 [Tenggalreio [Tanggunggun jgoa

20 Luweng ngepoh- 338 [Tenggarreio [Tanggsunggun [sinkhole

21 [Telaga Mbaran 2 261 Banvuurip |[Kalidawir telaga

22 [MTelaga Mbaran 1 261 Banvuurip [Kalidawir telaga

23 Luweng 267 Banvuurip |[Kalidawir sinkhole

24 |Goa Banvu 199 Banvuurip [Kalidawir goa

25 |goa Tapan Macan 338 [Winong Kalidawir goa

26 [Sungai Mason 224 Winong Kalidawir sungai

27 Luweng Joho 112 Joho Kalidawir sinkhole

28 |goa Pertapaan 141 Sedavugunu Besuki goa

29 Puthuk Gomo 259 [Sedavugunu Besuki intrusi batuan beku
30 [Serapan 172 Sedavugunu Besuki sinkhole

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

B. Potensi Sumber Daya Buatan

1. Kawasan Pesisir

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa
benda, struktur, bangunan, Situs, maupun Kawasan. Sebagian besar benda
cagar budaya adalah hasil cipta budaya pada masa lalu yang dapat menjadi
sumber Kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan
benda cagar budaya merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggan nasional
dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan
Pancasila.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan,
memupuk rasa kebanggaan dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa
yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.
Memperhatikan hal hal tersebut, pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban
untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian,
perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan
terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan
perundangan

Bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan
cagar budaya dan/atau kawasan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50
tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan. Perlunya melestarikan suatu kawasan cagar budaya didasari
oleh setidaknya tiga hal. Hal yang pertama adalah kawasan cagar budaya adalah
milik bersama; kawasan cagar budaya merefleksikan keunikan, konteks dari
suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu negara, sehingga pelestarian cagar
budaya berarti menjaga barang publik (common good) yang dapat dipergunakan
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun rasa
memiliki dalam masyarakat Hal yang kedua adalah pelestarian kawasan
cagar budaya dapat membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Pada
gilirannya, kawasan cagar budaya yang telah dikelola dan dikonservasi dengan
baik, akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara.

Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Cagar Budaya Daerah menyebutkan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya

selain untuk
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bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di
darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan. Dengan keberadaan cagar budaya yang
cukup banyak di Kabupaten Tulungagung, maka upaya pelestarian menjadi
suatu hal yang urgen untuk dilaksanakan, Berkaiatan dengan hal tersebut, maka
dirasa perlu untuk dilakukan identifikasi historis-arsitektural bangunan cagar
budaya maupun yang diduga sebagai cagar budaya di Kabupaten Tulungagung
sehingga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah
Kabupaten Tulungagung dalam upaya pelestarian aset, dan nilai-nilai budaya
serta pengembangan bidang pariwisata.

Tabel 2. 14 Jumlah Cagar Budaya baik Berupa Situs Benda Maupun
Bangunan di Kabupaten Tulungagung

No KETERANGAN
Nama Bangunan Cagar Budaya Kecamatan Desa /
Kelurahan
1. | Alun-Alun Tulungagung Tulungagung | Kampungdalem
2. | Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso Tulungagung | Kampungdalem
3. | Balai Rakyat Tulungagung | Kampungdalem
4. | Kantor DPRD Tulungagung | Kampungdalem
S. | Makam Bupati Tulungagung ke XX Tulungagung | Tulungagung
6. | Dwarapala Tamanan Tulungagung | Tamanan
7. | Dwarapala Jepun Tulungagung | Jepun
8. | Dwarapala Kutoanyar Tulungagung | Kutoanyar
9. | Klenteng Tjoe Tik Kiong Tulungagung | Kebondalem
10. | Makam Surontani I Boyolangu Wajak kidul
11. | Gua Selomangleng Boyolangu Sanggrahan
12. | Candi Sanggrahan / Candi Cungkup Boyolangu Sanggrahan
13. | Situs Candi Gayatri Boyolangu Boyolangu
14. | Candi Gayatri Boyolangu Boyolangu
15. | Candi Dadi Boyolangu Wajak kidul
16. | Candi Gemali Boyolangu Wajak kidul
17. | Dwarapala Kedungwaru Kedungwaru | Kedungwaru
18. | Makam Kyai Mimbar Majan/ Hasan Mimbar Kedungwaru | Majan
19. | Makam Bupati Tulungagung ke XXI Kedungwaru | Ketanon
20. | Makam Srigading Kauman Bolorejo
21. | Situs Kuburan Wangi Pagerwojo Mulyosari
22. | Situs Mbah Bodho Sendang Sendang
23. | Goa Tan Tek Syu Sendang Sendang
24. | Situs Candi Asmara Bangun/penampihan Sendang Geger
25. | Candi Penampihan Sendang Geger
26. | Makam Astonogedong Karangrejo Sukodono
27. | Sumber Sirah Karangrejo Sukodono
28. | Reco Guru Karangrejo Tulungrejo
29. | Reco Manten Karangrejo Tulungrejo
30. | Situs Makam Sunan Kuwung / Sunan Kuning | Gondang Macanbang
31. | Situs Makam Patih Gondang Tiudan
32. | Situs Candi Miri Gambar Sumbergemp | Mirigambar
33. | Candi Mirigambar Sumbergemp | Mirigambar
34. | Makam Ngadirogo Sumbergemp | Podorejo
35. | Goa Pasir Sumbergemp | Junjung
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KETERANGAN

No

Nama Bangunan Cagar Budaya Kecamatan Desa /

Kelurahan

36. | Situs Mbah Bhodo Sumbergemp | Junjung
37. | Makam Bupati Ke XI Sumbergemp | Sidorejo
38. | Makam Mbah Sumber Banter Ngunut Sumberingin
39. | Punden Tulis Ngunut Sumberingin
40. | Makam Astonopuroloyo Pucanglaban | Demuk
41. | Makam Ki Ageng Sengguruh Rejotangan Rejotangan
42. | Situs Aryojeding / Candi Nilosuwarno Rejotangan Aryojeding
43. | Situs Makam soka Rejotangan Panjerejo
44. | Situs Goa Tan Tyek Syu Rejotangan Tanen
45. | Situs Candi Ampel Kalidawir Joho
46. | Candi Ampel Kalidawir Joho
47. | Situs Banyakbang Kalidawir Joho
48. | Makam Mbah Wali Khasan Anom Besuki Keboireng
49. | Situs Alas Kebutan Besuki Keboireng
50. | Situs Watu Garit Besuki Wateskroyo
S1. | Situs Sang Gendong II Besuki Besole
52. | Situs Sang Gendong I Besuki Besole
53. | Goa Tritis Campurdarat | Tanggung
54. | Situs Goa Tritis Campurdarat | Tanggung
55. | Situs Kanigoro Campurdarat | Campurdarat
56. | Makam Surontani II Campurdarat | Tanggung
57. | Situs Wajakensis Campurdarat | Gamping
58. | Situs Lemah Duwur Bandung Bantengan
59. | Situs Makam Petung Pakel Bangunmulyo
60. | Situs Makam Mbah Mlinjo Tanggunggun | Ngepoh

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

Dari sebaran bangunan cagar budaya diatas, kemudian direkomendasikan
untuk penetapan bangunan/kawasan cagar budaya melalui SK Bupati
Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya Kabupaten
Tulungagung. Berdasarkan SK tersebut, cagar budaya di Tulungagung meliputi:

Tabel 2. 15 Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan
SK Bupati Tulungagung Nomor 188 Tahun 2019

No. Nama Cagar Budaya Lokasi
Kecamatan Dusun dan Desa

1. |Candi Ampel Kalidawir Dusun Ngampel Desa Joho

2. |Candi Bovolangu Bovolangu Dusun Dadapan Desa Bovolangu
3. |Candi Dadi Bovolangu Dusun Moio Desa Waiak Kidul

4. |Candi Miri Gambar Sumbergempol Dusun Gambar Desa Mirigambar
5. |Candi Penampihan Sendang Dusun Turi Desa Geger

6. |Candi Sanggrahan Bovolangu Dusun Sanggrahan Desa Sanggrahan
7. Situs Goa Pasir Sumbergempol Dusun Pasir Desa Juniung

8. ISitus Goa Selomangleng |Bovolangu Dusun Sanggrahan Kidul Desa
9. [Situs Goa Tritis Campurdarat Dusun Kendit Desa Tanggung

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

2. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian
fungsi lingkungan hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Kawasan
peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu industri kecil,
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industri menengah, dan industri besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan industri
kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan
bersih Rp.50.000.000,00 - Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan.
Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan
kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 - Rp.10.000.000.000,00 diluar
tanah dan bangunan. Selebihnya diatas ketentuan tersebut dikategorikan
industri besar. Lebih jelasnya persebaran industri di Kabupaten Tulungagung
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan
Peruntukan Sebaran Industri
Industri

Peruntukan [Kauman , Kedungwaru, Besuki, Sumbergempol, Campurdarat,
[Industri Ngunut dan Ngantru.

Peruntukan [Besuki, Ngunut, Kedungwaru, Tulungagung, dan Ngantru.

[Industri sentra industri kecil marmer dan onix meliputi Kecamatan
Menengah Campurdarat dan Kecamatan Besuki.

sentra industri makanan dan minuman meliputi Kecamatan
Tulungangung, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan
Kedungwaru.

Peruntukan [sentra tembakau meliputi Kecamatan Gondang, Kecamatan
[Industri Kecil Boyolangu, Kecamatan Pakel dan Kecamatan Campurdarat.

sentra industri batik meliputi Kecamatan Kedungwaru dan
Kecamatan Kauman.

sentra industri konveksi meliputi Kecamatan Tulungagung,
Kecamtan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu.

sentra industri Genteng Kecamatan Boyolangu, Sumberingin,
Rejotangan, Pandansari, Sumbergempol, Tambakrejo.

Sentra industri batu bata di Kecamatan Ngunut dan Kecamatan
Gondang.

Sentra industri logam di Kecamatan Ngunut dan Kecamatan
Gondang

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung 2023-2043

3. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang
memiliki kekayaan akan tempat wisata maupun aktivitas wisatanya yang
sebelumnya terkenal dengan sebutan Kota Marmer, dalam mendorong
pembangunan ekonominya mencoba untuk lebih berusaha mengembangkan
potensi kewilayahan yang dimiliki. Kabupaten Tulungagung memiliki suguhan
pemandangan alam yang indah, dengan memiliki bentang garis pantai sepanjang
lebih kurang 51 km, terbentang sebanyak lebih dari 40 pantai yang eksotik,
diantaranya Pantai Popoh, Pantai Sidem, Pantai Brumbun, Pantai Sine, Pantai
Molang, Pantai Klatak, Pantai Gerangan, Pantai Mbayem, pantai Sioro, Pantai
Brumbun, Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang, Pantai
Banyu Muluk, Pantai Nglarap dan lain-lain. Selain daya tarik wisata (DTW)
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pantai, Tulungagung juga memiliki DTW alam lain, diantaranya Air Terjun
Lawean di Kecamatan Sendang, Coban Kromo di Kecamatan Campurdarat dan
beberapa gua alami diwilayah perbukitan karst Campurdarat. Selain itu, di
Kabupaten Tulungagung banyak pula dijumpai wisata minat khusus dan wisata
sejarah maupun pra sejarah. Sebab di Kabupaten Tulungagung pernah
ditemukan fosil manusia erectus (manusia purba) homo wajakensis. Peninggalan
benda cagar budaya berupa candi, petilasan, makam kuno, juga banyak di
jumpai di Kabupaten Tulungagung. Di  Kabupaten Tulungagung masih
banyak DTW potensial yang belum dikembangkan dan dikelola dengan
optimal oleh pemerintah. Kedepan, pengembangan sektor pariwisata ini
diharapkan mampu mengembangkan perekonomian. Selain itu juga beberapa
potensi wisata lain, khususnya wisata budaya, wisata alam, bahkan wisata
kuliner yang dapat dijadikan sebagai destinasi alternatif selama berwisata di
Provinsi Jawa Timur.

4. Kawasan Permukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung terdapat dua
pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan permukiman perkotaan, dan
permukiman pedesaan, secara faktual Kabupaten Tulungagung masih
didominasi wilayah pedesaan.

5. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Kawasan pertahanan
dan keamanan di Kabupaten Tulungagung disesuaikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
dan data aset dari KODAM V/Brawijaya adalah sebagai berikut:

Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Kecamatan Tulungagung;

Latihan tempur di Kecamatan Kalidawir dan Pucanglaban.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tentang kondisi
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kondisi kesejahteraan sosial, serta
kondisi seni budaya dan olah raga di Kabupaten Tulungagung.

2.1.2.1 Capaian SDG’s Kabupaten Tulungagung

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development
Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk
menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun
2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di
Sidang Umum PBB pada September 2015. Adapun 17 tujuan tersebut yaitu:
Tanpa Kemiskinan;
Tanpa Kelaparan;
Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
Pendiikan Berkualitas;
Kesetaraan Gender;
Air Bersih dan Sanitasi Layak;
Energi Bersih dan Terjangkau;
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
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9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

10. Berkurangnya Kesenjangan;

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

13. Penanganan Perubahan Iklim;

14. Ekosistem Lautan;

15. Ekosistem Daratan;

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjuan telah disusun
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2021 - 2023 guna mendukung capaian tujuan
pembangunan berkelanjutan di level nasional yang telah disepakti secara global
pada tahun 2030. Berikut merupakan capaian dari 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 17 Capaian 17 Tujuan Pembanguan Berkelanjutan
di Kabupaten Tulungagung

No. | Tujuan Pembangunan 2021 2022
Berkelanjutan

1. | Tanpa Kemiskinan Dari 19 indikator | Dari 19 indikator yang
yang diampu, 17 |diampu, 13 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya

2. | Tanpa Kelaparan Dari 11 indikator | Dari 11 indikator yang
yang diampu, 11 |diampu, 2 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi

dipenuhi datanya datanya
3. | Kehidupan Sehat dan Dari 24 indikator | Dari 24 indikator yang
Sejahtera yang diampu, 13 |diampu, 12 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
4. | Pendiikan Berkualitas Dari 11 indikator | Dari 11 indikator yang
yang diampu, 11 |diampu, 10 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya

5. | Kesetaraan Gender Dari 12 indikator | Dari 12 indikator yang
yang diampu, 3 |diampu, 8 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi

dipenuhi datanya datanya

6. | Air Bersih dan Sanitasi | Dari 13 indikator | Dari 13 indikator yang

Layak yang diampu, 6 |diampu, 7 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya

7. | Energi Bersih dan Bukan Wewenang | Bukan Wewenang

Terjangkau Kabupaten Kabupaten
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No. | Tujuan Pembangunan 2021 2022
Berkelanjutan
8. | Pekerjaan Layak dan Dari 16 indikator | Dari 16 indikator yang
Pertumbuhan Ekonomi |yang diampu, 14 |diampu, 10 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
9. |Industri, Inovasi dan Dari 9 indikator |Dari 9 indikator yang
Infrastruktur yang diampu, 4 |diampu, 6 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
10. | Berkurangnya Dari 8 indikator | Dari 8 indikator yang
Kesenjangan yang diampu, 8 |diampu, 6 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
11. | Kota dan Permukiman Dari 7 indikator | Dari 7 indikator yang
yang Berkelanjutan yang diampu, 7 |diampu, S indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
12. | Konsumsi dan Produksi | Dari 2 indikator | Dari 2 indikator yang
yang Bertanggung yang diampu, 2 |diampu, 2 indikator
Jawab indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
13. | Penanganan Perubahan |Dari 2 indikator | Dari 2 indikator yang
Iklim yang diampu, 2 |diampu, 2 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
14. | Ekosistem Lautan Bukan Wewenang | Bukan Wewenang
Kabupaten Kabupaten
15. | Ekosistem Daratan Dari 3 indikator | Dari 3 indikator yang
yang diampu, 3 |diampu, 3 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
16. |Perdamaian, Keadilan Dari 20 indikator | Dari 20 indikator yang
dan Kelembagaan yang |yang diampu, 17 |diampu, 17 indikator
Tangguh indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya
17. | Kemitraan untuk Dari 13 indikator | Dari 13 indikator yang
Mencapai Tujuan yang diampu, 8 |diampu, 12 indikator
indikator berhasil | berhasil dipenuhi
dipenuhi datanya datanya

KESIMPULAN

Dari  total 220
Indikator yang
diampu, dapat
dipenuhi datanya
sebesar 126
indikator atau

setara 57,27%

Dari total 220 Indikator

yang diampu, dapat
dipenuhi datanya
sebesar 119 indikator

atau setara 54,09%

Sumber : Hasil Monitoring dan Evaluast Capaian TPB/SDGs Tahun 2023

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

II-38



Berdasarkan tabel capaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan masih
terdapat beberapa tujuan yang tidak konsisten dalam pengisian indikator setiap
tahunnya. Beberapa indikator yang belum bisa terpenuhi menjadi salah satu
masalah dikarenakan perangkat daerah belum mampu menterjemahkan dan
menghitung nilai capaian indikator tersebut.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 18 Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

No Indikator Satuan Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
 |PDRBHarga |\ 139.215,49 | 38.225,99 | 40.166,67 | 44.133,48 | 47.964,44
Berlaku
o |PDRBHarga |\ | 27.299,80 | 26.455,76 | 27.390,42 | 28.818,91 | 30.234,61
Konstan
PDRB P
3 o et Ribu | 37.724,60 | 35.142,70 | 36.628,80 | 39.930,00 43.297
Kapita
Pertumbuhan
o) o -
L % 5,32% 3,09 3,53 5,22 4,91
5 | Pertumbuhan % 5,32% -3,09 3,53 5,22 4,91
Ekonomi
6 |Inflasi % 1,83 1,93 1,64 5,76 2.64
7 | Indeks Gini Indeks 0,304 0,336 0,327 0,342 0,328
g |[mdeksDesa |\ 4o 0,6781 0,6960 0,7099 0,7647 0,7894
Membangun
Survey
9 Kepuasan Indeks 80,68 82,12 83,49 84,10 84,83
Masyarakat

Sumber: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2024

2.1.2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu
daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang
diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa
melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan
dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya
disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan
pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar
harga konstan.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 II-39



Tabel 2. 19 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

Menurut Harga Berlaku 2019 - 2023 (dalam Juta Rupiah)

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

) | Pertanian, Kehutanan, 7.466,61 | 7.455,99 | 7.737,99 | 821821 | 8.859,14
dan Perikanan

p | Pertambangan dan 1.419,14 | 1.338,82 | 1.373,76 | 1.487,36| 1.610,54
Penggalian

3 | Industri Pengolahan 8.665,695 8.537,43 9.163,58 | 10.344,99 | 11.243,39

4 | Pengadaan Listrik dan 14,08 14,08 14,54 15,90 16,75
Gas
Pengadaan Air,

S | Pengelolaan Sampah, 32,12 33,71 35,57 37,67 39,40
Limbah dan Daur Ulang

6 | Konstruksi 3.792,06 | 3.564,51 | 3.644,03| 4.106,26 | 4.473,70
Perdagangan Besar dan

7 | Eceran; Reparasi Mobil 8.165,60 7.544,23 8.138,07 9.145,95 | 10.003,58
dan Sepeda Motor

g | Transportasi dan 902,25 856,81 930,29 | 1.147,40 | 1.391,62
Pergudangan

1o | Penyediaan Akomodasi 818,58 747,40 801,15 918,43 | 1.023,90
dan Makan Minum

11 | Informasi dan 2.128,38 | 2.279,91 | 2.424,930 | 2.559,37 | 2.760,22
Komunikasi

o | Jasa Keuangan dan 883,23 884,08 902,37 968,37 | 1.019,76
Asuransi

13 | Real Estate 818,62 845,44 865,66 930,06 968,32

14 | Jasa Perusahaan 150,12 141,43 145,37 153,24 172,19
Administrasi

15 | Pemerintahan, 1.336,28 | 1.337,81 | 1.320,93 | 1.349,49 | 1.389,55
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

16 | Jasa Pendidikan 1.709,64 | 1.759,36 | 1.765,05| 1.753,12| 1.891,98

17 | Jasa Kesehatan dan 418,15 456,01 447,29 458,13 486,84
Kegiatan Sosial

18 | Jasa lainnya 494 95 428,97 456,09 539,54 613,55
PDRB 39.215,49 | 38.225,99 | 40.166,67 | 44.133,48 | 47.964,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024

tertinggi

PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku tahun 2022
menunjukkan kenaikan sekitar 3.966,81 Juta rupiah dibanding tahun
sebelumnya. Perekonomian mulai tumbuh pada berbagai sektor, pertumbuhan

di

tahun 2022 adalah pada sektor

industri

pengolahan dan

perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dilihat dari
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebagai berikut :

Tabel 2. 20 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung
Menurut Harga Konstan 2019 - 2023 (dalam Juta Rupiah)

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

;| Pertanian, Kehutanan, 4.588,75 | 4.550,96 | 4.619,53 | 4.590,44 | 4.697,29
dan Perikanan
Pertambangan dan

2 . 917,31 858,38 865,98 900,98 938,81
Penggalian

3 | Industri Pengolahan 5.974,29 5.85,59 6.085,39 6.616,60 6.937,88
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No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
4 | Pengadaan Listrik dan 11,65 11,68 11,90 12,78 13,35
Gas
Pengadaan Air,
S | Pengelolaan Sampabh, 24,38 25,57 27,53 28,16 29,05
Limbah dan Daur Ulang
6 | Konstruksi 2.53562 | 2.382,11 | 2.407,40| 2.561,27 | 2.703,21
Perdagangan Besar dan
7 | Eceran; Reparasi Mobil 6.049,07 5.535,00 5.915,45 6.311,39 6.666,83
dan Sepeda Motor
g | Transportasi dan 645,90 614,31 667,94 777,96 868,08
Pergudangan
o | Penyediaan Akomodasi 565,15 512,56 523,98 574,08 623,53
dan Makan Minum
17 | Informasi dan 1.916,39 | 2.044,90 | 2.164,28 | 2.266,90 | 2.416,00
Komunikasi
o | Jasa Keuangan dan 605,93 605,77 609,15 621,71 642,59
Asuransi
13 | Real Estate 605,34 623,21 636,66 668,93 689,45
14 | Jasa Perusahaan 101,93 95,48 96,97 99,08 107,89
Administrasi
15 | Pemerintahan, 844,50 820,18 813,85 817,23 817,31
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
16 | Jasa Pendidikan 1.230,00 | 1.262,40 | 1.284,26| 1.256,11 | 1.320,44
17 | Jasa Kesehatan dan 31695 342,74 331,42 338,28 349,78
Kegiatan Sosial
18 | Jasa lainnya 366,65 315,93 328,72 377,01 413,11
PDRB 27.299,80 | 26.455,76 | 27.390,42 | 28,818,91 | 30.234,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024

Seperti halnya PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten
Tulungagung atas dasar harga konstan juga menunjukkan kenaikan. Hal ini
didukung oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan
khususnya sektor industri dan perdagangan.

Terdapat 3 lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten
Tulungagung yang membentuk PDRB yaitu lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (Kategori A); lapangan usaha Industri Pengolahan
(Kategori C); dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor (Kategori G). Ketiganya berkontribusi hampir 61 persen
terhadap perekonomian Tulungagung, sementara sekitar 39 persen merupakan
kontribusi 14 lapangan usaha lainnya. Dari ketiga lapangan usaha dominan
tersebut, lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi paling besar dimana
tahun 2022 mencapai 22,96 persen, meningkat 0,66 persen poin dibanding lahun
2021.
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Grafik 2. 6 3 (Tiga) Besar Pembentuk PDRB Kab. Tulungagung Tahun 2022
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

2.1.2.2,2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi
di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan produksi
sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah,
jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan
ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan
merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah
sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka
hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting
dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang
menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan
ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejolak sekecil apapun pada sektor
yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh
terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga
konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan
PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010.
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Grafik 2. 7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Grafik diatas menunjukkan dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten
Tulungagung mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari angka diatas dapat
diperoleh perkembangan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung
tergambar dari grafik berikut:
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Grafik 2. 8 Capaian Indikator Kinerja Daerah Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun
terakhir terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019, tetapi pada
tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami
kontraksi sampai -3,09, dibawah rata-rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi
selama 2020 mengalami kontraksi pada seluruh sektor pendukung PDRB akibat
pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh sektor perekonomian mengalami
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perlambatan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung
mengalami akselarasi yang signifikan dan tumbuh menjadi sebesar 4,91%.

Tabel 2. 21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut
Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023

No. Lapangan Usaha 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

A Pertcanian,Kehutanan, dan 179 -0.82 151| -0.63| 2.33
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian 1,03 | -6.42 0.89 | 4,04 4.2

C Industri Pengolahan 6,80 | -2.00 3.94 873 | 4,86

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,12 0.20 1.90 7,43 | 4,42
Pengadaan Air, Pengelolaan

E Sampah, Limbah dan Daur 493 | 4.87| 7.66| 2,30| 3,14
Ulang

F Konstruksi 6,23 | -6.05 1.06 6,39 | 5,54
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil dan 580| -850| 6.87| 6,69| 5,63

Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 8,07| -4.89| 8.73| 16,47 | 11,58

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 7,17 -9.31| 2.23| 9,56 8,61

J Informasi dan Komunikasi 6,93 6.71 5.84 4,74 | 6,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,89 | -0.03 0.56| 2,06| 3,36
L Real Estate 6,24 | 2.95 2.16 5,07 | 3,07
M,N Jasa Perusahaan 6,34 | -6.33 1.57 2,17 | 8,89
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan 3,42 | -2.88 | -0.77 0,42 | 0,01
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 7,02 | 2.63 1.73 | -2,19| 5,12
0 Jas:a Kesehatan dan Kegiatan 783 | 8.14| -3.30| 2,07 3.4
Sosial
R,S,T,U | Jasa lainnya 5,96 | 4.05]| 14,69 | 9,57

13.83

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Hampir seluruh sektor lapangan usaha pada tahun 2023 mengalami
peningkatan dengan sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Jasa
transportasi sebesar 11,58% yang apabila dibandingkan dengan nilai 2022
sebesar 16,47% maka sektor ini mengalami penurunan sebesar 4,89% poin.
Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah kategori Jasa lainnya yaitu sebesar
9,57%, ini mempunyai kegiatan yang cukup luas meliputi: Kesenian, hiburan dan
rekreasi; Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan
perlengkapan rumah tangga; Jasa perorangan yang melayani rumah tangga;
Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan
sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa swasta lainnya termasuk kegiatan
Badan Internasional seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF,
OECD dan lain-lainnya.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 II-44




2.1.2.2.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama
yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-
komoditi yang beredar di masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat
diketahui apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang
telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi
yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau dapat juga dikatakan
menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk memperoleh barang dan
jasa tersebut (nilai riil uang menurun).

Terdapat 2 jenis inflasi, yaitu inflasi di tingkat konsumen yang dikenal
dengan Laju Inflasi dan Inflasi di tingkat produsen produsen yang dikenal dengan
Laju Implisit. Yang dihitung di Kabupaten Tulungagung saat ini adalah Laju
Implisit, sedangkan Laju Inflasi tidak. Hal ini dikarenakan, Tulungagung bukan
salah satu dari Kota/Kabupaten IHK yang merupakan kota/kabupaten yang
menghitung laju inflasi (di Jawa Timur ada 8 kota/kab). Laju Inflasi Kabupaten
Tulungagung mengacu pada Kota Kediri sebagai kota terdekat yang menghitung
laju inflasi.

Pada tahun 2023, laju inflasi Kabupaten Tulungagung (yang mengacu pada
laju inflasi Kota Kediri) adalah 2,64 % , Angka inflasi tahun 2023 jauh lebih baik
dari pada inflasi tahun 2022 yaitu 5,76%. Angka ini lebih lebih rendah dari pada
laju inflasi Jawa Timur yang sebesar 3% dan Nasional yang sebesar 2,92%.

5.76 N
2.72 /
j 1.68 1.93 hN
Nt 2.64
1.83 1.64
2019 2020 2021 2022 2023
a@=Tulungagung Jawa Timur Nasionall

Grafik 2. 9 Inflasi Kabupaten Tulungagung 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

2.1.2.2.4 Indeks Gini

Distribusi pendapatan yang merata antar daerah menjadi salah satu aspek
yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun
demikian, tidak mudah mengukur dengan tepat tingkat distribusi
pendapatan di suatu daerah mengingat data pendapatan sulit untuk diperoleh.
Untuk itu, analisis ukuran distribusi pendapatan digunakan data pengeluaran
sebagai proksi pendapatan, yakni data total pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu
pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan.
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Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi umumnya memiliki
pengeluaran konsumsi non makanan yang tinggi. Dengan kata lain akan terjadi
pergeseran pola konsumsi makanan menuju konsumsi bukan makanan apabila
terjadi penambahan pendapatan pada suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut
diakibatkan oleh elastisitas permintaan makanan yang umumnya rendah. Ketika
berada pada titik jenuh konsumsi makanan maka orang cenderung untuk
membelanjakan pendapatannya terhadap konsumsi non makanan (yang
umumnya memiliki elastisitas permintaan yang tinggi). Sehingga seringkali pola
konsumsi juga digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk menggambarkan
kesejahteraan masyarakat.

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk
distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata
pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Tingkat
pemerataan pendapatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi
pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gini-nya sama dengan
nol. Artinya distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak
penduduk. Berikut arti nilai dari besaran gini rasio:

G<0.3 artinya ketimpangan rendah
0.3<G=<0.5 artinya ketimpangan sedang
G >0.5 artinya ketimpangan tinggi

Menurut kategori tersebut, maka Kabupaten Tulungagung dikategorikan
memiliki ketimpangan sedang dan cenderung rendah, yang berarti distribusi
pendapatan masyarakat Tulungagung cenderung semakin merata.
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Grafik 2. 10 Indeks Gini Kabupaten Tulungagung 2019 - 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

2.1.2.2.5 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status,
yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4)
Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan
keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 — 0,92 Indeks Desa
Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan
penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi
kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam
dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan
kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan
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intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan
berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.
Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi
status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:
e Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
e Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
e Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
e Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815
e Desa Mandiri : > 0,815
Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor
kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya
goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat
status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya,
jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya
konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak
menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara
itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola sumber daya, terutama terkait
dengan potensi, informasi/ nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan akan
mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Tabel 2. 22 Status Desa di Kabupaten Tulungagung 2023

Status Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase
2021 2021 2022 2022 2023 2023

D S t

csa Danga 0 0% 0 0,00% 0 0%
Tertinggal
D

es? 0 0% 0 0,00% 0 0%
Tertinggal
D

esa 147 57,20% 47 18,29% 19 7,01%
Berkembang
Desa Maju 104 40,47% 159 61,87% 146 53,87%
D

esa 6 2,33% 51 19,84% 92 33,94%
Mandiri

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tulungagung, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terjadi
penambahan desa mandiri sebanyak 41 desa dengan total desa mandiri sebanyak
92 desa. Desa mandiri pada tahun 2022 meningkat 45 desa karena peningkatan
signifikan pada Indeks Ketahanan Sosial dimana pada tahun 2022, pengadaan
alat kesehatan dan tenaga kesehatan didorong untuk menangani pandemi Covid-
19. Kemudian peningkatan desa mandiri dari tahun 2022 ke tahun 2023
ditunjang pula oleh capaian Indeks Ketahanan Sosial yang meningkat signifikan
dimana pada tahun 2023 upaya pencegahan dan penanganan stunting di desa
meningkat yang dilihat dari peningkatan alokasi Dana Desa untuk konvergensi
percepatan penurunan stunting di desa. Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial
ini juga mendorong peningkatan status desa berkembang menjadi desa maju.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga
diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa
menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan
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mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara
berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri. Indeks Desa
Membangun Kabupaten Tulungagung tahun 2023 berada pada angka 0,7849
yang tergambar pada
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Grafik 2. 11 Indeks Desa Membangun Kab. Tulungagung 2020 - 2023
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tulungagung, 2024

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa IDM (Indeks Desa
Membangun) di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan sebesar
0,0202. Kenaikan IDM tersebut diukur dari tiga indikator yaitu Indeks Ketahanan
Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan
Lingkungan (IKL).

Dilihat dari indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) mengalami kenaikan
sebesar 0,004. Kenaikan tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat dalam
pengembangan lembaga masyarakat antara lain melalui PKK, konvergensi
stunting, forum anak, program perlindungan anak dan fasilitasi posyandu.

Untuk indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) mengalami peningkatan,
yaitu sebesar 0,0188. Kenaikan IKE tersebut didukung oleh pengembangan
ekonomi kawasan perdesaan, BUMDes, unit usaha ekonomi masyarakat desa
dan pengembangan kerja sama antar desa. Selanjutnya untuk indikator Indeks
Ketahanan Lingkungan (IKL) telah mengalami peningkatan sebesar 0,0513.
Peningkatan IKL tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain
pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui desa
wisata dan penguatan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di kecamatan.
Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2023 Status IDM adalah Kabupaten Maju.

2.1.2.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan
untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan
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untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam
proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah
menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis
dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan
tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan
masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan
program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berikut
merupakan data capaian Indikator Kinerja Daerah nilai rata-rata indeks
kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik Kabupaten Tulungagung
terhadap Pelayanan di lingkungan Kabupaten Tulungagung:
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84 83.49
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81 80.68
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79
78
2019 2020 2021 2022 2023
Hm Nilai Indeks 80.68 82.12 83.49 84.1 84.83

Grafik 2. 12 Capaian Indikator kinerja Daerah Nilai Rata-Rata Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Tahun 2019 - 2023
Sumber: Bag.Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tulungagung, 2024

Pada urusan sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD merupakan unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD sehingga diperlukan pengukuran kinerja melalui IKM yang diukur secara
kualitatif dan kuantitatif berdasarkan respon anggota DPRD Kabupaten
Tulungagung. Berikut disajikan capaian indikator urusan sekretariat DPRD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2018-2022

Tahun
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023

Indikator Satuan

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) DPRD terhadap pelayanan | Indeks 85 85 79 80 81
Sekretariat DPRD
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran IKM DPRD terhadap pelayanan sekretariat
DPRD, capaian IKM pada tahun 2019 hingga tahun 2020 cenderung stagnan
pada angka 85, dan turun pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 79 dan 80 yang
dikarenakan adanya metode pengukuran yang berbeda.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, hasil indeks diperoleh dengan
menghitung persentase antara jumlah unsur layanan dibagi dengan jumlah
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unsur yang terisi. Sedangkan pengukuran IKM mulai tahun 2021 diukur dengan
Nilai Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD yang
dilaksanakan dengan mengadakan survey kepuasan DPRD terhadap pelayanan
Sekretariat DPRD. Survey tersebut dilaksanakan dengan responden dari
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2023,
capaian hasil survey kepuasan sebesar 81 dimana angka tersebut telah mencapai
target pada RPJMD 2013-2023.

2.1.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap
indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Berikut ini indikator-
indikator yang mempengaruhi kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2. 24 Capaian Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Tulungagung Tahun 2018-2022

. Tahun

No Indikator Satuan | 09 T 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Indeks

1 | Pembangunan Indeks 72,62 | 73,15 | 73,29 | 74,14 | 74,65
Manusia

2 | Tingkat Kemiskinan % 6,74 | 7.33| 7.51| 6,71| 6,53

3 | Jumlah Jumlah | 19.201 | 27,951 | 29.630 | 40.148 | 37.579
Pengangguran

4 | Tingkat % 3,36 | 4,61| 491| 665| 5,65

5 | Tingkat Partisipasi % 70,48 | 73,17 | 72,26 | 71,95| 74,70
Angkatan Kerja

6 ;;,g:at Kesempatan | o, 96,64 | 95,39 | 95,09| 93,35| 94,35

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kabupaten Tulungagung Dalam
Angka, 2024

2.1.2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari
Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks
Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya Beli (Daya Beli). Dari tahun
2018 hingga 2022 IPM Kabupaten Tulungagung memiliki kecenderungan
meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kenaikan ini
dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks
Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli.

Tabel 2. 25 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 - 2023

Tahun 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Angka/Usia Harapan Hidup 73,95 | 74,41 | 74,47 | 74,73 | 74,99
(Tahun)
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 8,07 8,33 8,34 8,65 8,66
Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,15| 13,31 13,32 | 13,33 | 13,34
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Tahun 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Pengeluaran per Kapita yang
disesuaikan/PPP (Juta)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024
*Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2023 menggunakan Metode
Baru (Long Form Sensus Penduduk 2020)

10,891 | 10,705 | 10,807 | 11,162 | 11,565

Dalam pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya
data yang menunjukkan komponen IPM terkait dengan angka melek huruf,
prevalensi balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang dan Prevalensi stunting
balita usia 0-59 bulan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan data
tersebut.

Tabel 2. 26 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022

Kelompok Umur 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
15-19 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
20-29 99,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
30-39 99,73 | 98,95| 98,68 | 98,08 | 100,00
40-49 99,86 | 99,73 | 99,56 | 97,89 | 99,85
50-59 99,06 | 98,60 | 97,50 | 97,24 | 98,80
60-69 94,55 | 94,45| 89,93 | 83,64 | 92,43

70+ 78,35 | 81,01 | 78,80| 91,40 | 74,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulunggung, 2024

Angka melek huruf di Kabupaten Tulungagung pada kelompok umur 15-
19 dan 20-29 telah mencapai 100% yang artinya tidak terdapat penduduk buta
huruf pada kelompok umur 15-29 tahun. Sedangkan pada kelompok umur 30-
70+ mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 di saat pandemi Covid-
19 dikarenakan menurunnya minat penduduk untuk mengikuti pendidikan
kesetaraan seperti Paket A, Paket B dan Paket C.

Tabel 2. 27 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tulungagung Tahun

2019 - 2023
Tahun 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
f;;?valenﬁ Balita Gizi Kurang 5.6 5.6 5.9 6.1 5.1
(0]

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulunggung, 2024

Prevalensi balita gizi kurang yang ada di Kabupaten Tulungagung memiliki
tingkat perubahan yang fluktuatif. Prevalensi balita gizi kurang yang ada di
Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 dan 2020 memiliki angka yang sama.
Bisa disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 tidak begitu berpengaruh terhadap
prevalensi balita gizi kurang. Nilai baru naik pada tahun 2021 karena secara
ekonomi masyarkat baru bangkit akibat dampak perekonomian covid-19 dan
pada tahun 2022 dengan prevalensi 6,1%. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi
kurang menurun menjadi 5,1%.
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Tabel 2. 26 Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 - 2023

Tahun 2019 | 2020 2021 2022 | 2023
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk 36 54 38 59 24
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 0,02 0,16 0,09 0,12 0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulunggung, 2024

Jumlah kasus dan prevalensi balita gizi buruk yang ada di Kabupaten
Tulungagung memiliki tingkat perubahan yang sangat fluktuatif. Sejak tahun
2018 - 2019 kasus gizi buruk terus menurun, tetapi tahun 2020 meningkat
sebesar 54 kasus dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat
banyak balita yang kurang mendapatkan gizi secara baik dan kembali menurun
pada tahun 2021. Pada tahun 2022 kasus balita gizi buruk kembali meningkat
menjadi 59 kasus dengan prevalensi 0,12%. Hal ini dikarenakan sejak tahun
2022, pengukuran dilakukan setiap bulan sehingga kasu-kasus gizi baru dapat
segera ditemukan dan dapat segera mendapatkan intervensi dan penanganan.
Pada tahun 2023 kasus balita gizi menurun menjadi 24 kasus dengan prevalensi
0,04%. Hal ini didukung oleh penanganan lintas sektor yang terintegrasi antar
Perangkat Daerah hingga tingkat Desa. Pelacakan kasus dari tingkat desa dan
perbaikan gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta
pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) berdampak pada penurunan
kasus balita gizi buruk.

Tabel 2. 28 Prevalensi Stunting Balita Usia 0-59 Bulan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Tahun 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Prevalensi stunting balita 5,32 5,51 4,5 4,25 3,96
usia 0-59 bulan (%)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Tingkat prevalensi stunting balita usia 0-59 bulan perlu menjadi perhatian
karena tumbuh kembang anak usia dini sangat berpengaruh pada kualitas
sumber daya manusia kedepannya. Stunting perlu dicegah untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia karena stunting dapat menyebabkan gangguan
pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak-anak. Ketika anak
mengalami stunting, pertumbuhan tubuh dan perkembangan otaknya
terhambat, yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan jangka panjang dan
penurunan kemampuan kognitif.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus berupaya untuk mencegah
adanya kasus stunting baru disamping melakukan upaya penanganan terhadap
balita stunting melalui berbagai macam program dan inovasi baik untuk
intervensi spesifik (kesehatan) maupun intervensi sensitif (non kesehatan).
Berdasarkan perkembangan data di atas, prevalensi stunting sempat mengalami
peningkatan pada tahun 2020 dikarenakan rendahnya kunjungan balita ke
posyandu untuk menerima makanan tambahan dan melakukan pengukuran
serta rendahnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada masa
pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan kegiatan di tengah masyarakat.
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Kemudian hingga tahun 2023, prevalensi stunting dapat ditekan hingga ke angka
3,96%. Upaya ini terus dilakukan untuk mewujudkan Tulungagung Zero Stunting.
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Grafik 2. 13 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023 (Versi Metode Baru)
Sumber: Data Statistik Jawa Timur 2024

Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten
Tulungagung telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia
(IPM) daerah. Sejak tahun 2019-2023 IPM Tulungagung terus mengalami
peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan
warganya. Menggunakan perhitungan metode baru yaitu dengan angka harapan
hidup menggunakan Long Form Sensus Penduduk (LFSP) tahun 2020, IPM
Tulungagung tahun 2023 mencapai 74,65 sedangkan IPM Provinsi Jatim sebesar
74,65 dan Nasional sebesar 74,39. Untuk mengukur dimensi kesehatan,
digunakan angka harapan hidup (AHH). Selanjutnya pada dimensi pengetahuan
digunakan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.
Sementara dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata
besarnya pengeluaran per kapita.
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Grafik 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2024
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Berdasarkan penghitungan IPM secara menyeluruh, Kabupaten
Tulungagung berada di peringkat 18 Jawa Timur dan peringkat 9 kabupaten
dengan IPM tertinggi dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 74,65. IPM
tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Malang dengan angka 84,00, sedangkan IPM
tertinggi di Jawa Timur untuk kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar
81,88.

2.1.2.3.2 Tingkat Kemiskinan

Sesuai Amanat Nasional dan Komitmen Pemerintahan Kabupaten
Tulungagung bahwa perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya
pengentasan kemiskinan. Upaya ini telah sesuai dengan substansi pembangunan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pendapatan dan pemerataan. Berbagai strategi pembangunan
ekonomi yang dilakukan, dengan tetap berorientasi pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Adapun wujud nyata dari upaya tersebut adalah menurunnya jumlah penduduk
miskin.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita
perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis
yang menunjukkan nilai pengeluaran makanan per orang untuk memenuhi
kebutuhan dasar 2100 kkal per hari ditambah dengan pengeluaran non makanan
selama 1 bulan.
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Grafik 2. 15 Perkembangan Indikator Kinerja Daerah Tingkat Kemiskinan
Kab. Tulungagung, Jawa Timur dan Nasional 2019 - 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, 2024
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Grafik 2. 16 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tulungagung selama 5 tahun terakhir
memiliki kecenderungan menurun, pada tahun 2017 masih sebesar 8,04 dan
pada akhir tahun 2021 turun menjadi sebesar 7,51. Tingkat kemiskinan
Kabupaten Tulungagung tahun 2021 berada di bawah angka Jawa Timur sebesar
11,40 dan menempati peringkat ke 9 dengan tingkat kemiskinan terkecil di Jawa
Timur.

Berdasarkan data tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung
cenderung menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program baik
dari pemerintah pusat maupun daerah yang berpihak kepada masyarakat
miskin. Disamping itu penurunan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa
masyarakat Tulungagung semakin sejahtera, yang dilihat dari semakin tingginya
pengeluaran perkapita masyarakat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) yang dilaksanakan.

2.1.2.3.3 Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem menjadi salah satu perhatian global termasuk di
Indonesia. Masyarakat yang termasuk dalam penduduk miskin ekstrem adalah
masyarakat yang memiliki pengeluaran per kapita per hari di bawah $1,9 PPP
(Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp358.232,6/kapita/bulan. Dengan kata
lain, keluarga dengan pengeluaran sebesar Rpl1.432.930,4 per bulan
teridentifikasi sebagai keluarga dengan status miskin ekstrem.

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun
2024, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menjadi acuan
Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Oleh
karena itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
mengeluarkan Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota
Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024
dimana Kabupaten Tulungagung menjadi perluasan kabupaten/kota prioritas
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024.

Sebagai tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung
melalui Dinas Sosial telah melakukan tahapan verifikasi dan validasi penduduk
miskin ekstrem dengan sasaran awal 16.926 jiwa yang merupakan 2% terbawah
dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai upaya telah
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dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga pada tahun
2023, Kabupaten Tulungagung berhasil mempertahankan kemiskinan ekstrem O
% sejak tahun 2022. Artinya sudah tidak ada masyarakat dengan kemiskinan
ekstrem di Kabupaten Tulungagung sejak 2022-2023.

Upaya preventif untuk mencegah timbulnya masyarakat dengan
kemiskinan ekstremdan mempertahankan capaian 0% kemiskinan ekstrem terus
dilakukan, salah satunya adalah melakukan pendataan jumlah penduduk rentan
miskin ekstrem di Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut :

Tabel 2. 29 Prevalensi Stunting Balita Usia 0-59 Bulan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

JUMLAH
camatan | SENDUDUC | |pensEaSe
1. | REJOTANGAMN 782 7.85%
2. |SENDANG Tr2 7, 75%
3. | PAGERWOIO &98 7.01%
&, TANGCGUNGCGGUNUNG 691 6,94%
5. | BOYOLANGU 690 6,93%
6. |PAKEL 37 6,40%
7. KARANGREIO 587 5,BO9%
8. |SUMBERGEMPOL 581 5,83%
9. | CAMPURDARAT 549 551%
10, | NGUNUT 542 5,.44%
. |KAUMAN 54 5,16%
12. |PUCANG LABAN 508 5,10%
13. |KALIDAWIR 465 4.67%
14. | GONDAMG S48 4,435
15. |KEDUNGWARU 4§22 4,249
Te. |BESUKI 391 3,93%
17. |BANDUNG 360 3,62%
18. | TULUNGAGUNG 189 1,90%
19. | NGANTRU 139 1,40%

TOTAL 9.958 100,00%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, 2024

Dari data tersebut diketahui jumlah masyarakat rentan miskin ekstrem di
Kabupaten Tulungagung 9.958 jiwa, dan tersebar paling banyak pada Kecamatan
Rejotangan yaitu 782 jiwa dan paling sedikit pada Kecamatan Ngantru yaitu 139
jiwa.

Pada skala Provinsi Jawa Timur, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur pada
tahun 2023 adalah 0,82%. Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo,
Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota
Mojokerto, dan Kota Batu berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem
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hingga 0%, namun hanya Kabupaten Tulungagung yang dapat mempertahankan
0% kemiskinan ekstrem sejak tahun 2022.

2.1.2.3.4 Ketenagakerjaan

Secara garis besar perkembangan pembangunan urusan ketenagakerjaan
di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan.
Berikut merupakan grafik yang menyajikan jumlah pengangguran di Kabupaten
Tulungagung selama tahun 2019 hingga 2023.
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Grafik 2. 17 Jumlah Pengangguran Kab. Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Sejalan dengan fluktuasi perkembangan urusan ketenagakerjaan, jumlah
pengangguran di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2019 hingga 2023
mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran tahun 2019 hingga 2023 mengalami
peningkatan.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan Tingkat Pengangguran
Terbuka di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023.
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Grafik 2. 18 Perkembangan Capaian Indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024
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Fluktuasi jumlah pengangguran di Kabupaten Tulungagung tahun 2019
hingga 2023 juga diikuti dengan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka. Tingkat
pengangguran terbuka pada tahun 2019 berada di angka 3,36% dan Tahun 2023
tingkat pegangguran terbuka kembali meningkat sebesar 5,65%. Berikut
merupakan grafik yang menyajikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan
kesempatan kerja di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2019 hingga 2023.
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® Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) = Tingkat Kesempatan Kerja (%)

Grafik 2. 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan
Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja
(TKK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif akan
tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
naik menjadi sebesar 74,7% dan Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 94,35%, hal
ini menunjukkan semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply)
yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian,
sedangkan untuk Tingkat Kesempatan Kerja semakin naik mengindikasikan
persentase Angkatan kerja yang bekerja.

Aspek ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang positif yang ditandai
dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 karena
meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat
Kesempatan Kerja (TKK). Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya peningkatan
kesempatan kerja diantaranya melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi
dengan jumlah peserta pelatihan 272 orang dan pelatihan kerja berbasis
kewirausahaan dengan jumlah peserta 77 orang. Selain itu, telah dilakukan Job
Fair yang menyerap 228 pencari kerja.

Namun TPT pada tahun 2023 belum dapat kembali seperti kondisi sebelum
Pandemi Covid-19 dikarenakan salah satunya karena Pekerja Migran Indonesia
yang belum kembali bekerja ke negara tujuan setelah pulang ke Indonesia saat
Pandemi Covid-19.
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2.1.2.3.5 Indeks Pembangunan Masyarakat

Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan wujud keberhasilan dari
program pengembangan sumber daya manusia dalam berinteraksi di lingkungan
masyarakat pada suatu daerah. Indeks Pembangunan Masyarakat dapat dilihat
dari gotong royong, toleransi dan rasa aman. Gotong royong menggambarkan
hubungan sosial dan wujud partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan
kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif, dan kepercayaan sosial. Toleransi
menggambarkan respon dan bentuk sikap masyarakat terhadap adanya
perbedaan sosial budaya, inklusi terhadap minoritas, kesetaraan gender, dan
dukungan sosial kepada minoritas. Rasa aman menggambarkan mengenai
kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian
sengketa secara beradab dalam kegiatan organisasi massa sebagai bentuk
pengembangan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Indeks Pembangunan
Masyarakat Tulunngagung memiliki sub dimensi yang hampir sama dengan
Indeks Kesalehan Sosial Provinsi Jawa Timur sehingga substansi pembentuk
Indeks Pembangunan Masyarakat Tulungagung dapat dijadikan agregat
penghitungan indeks kesalehan sosial Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan
capaian IPMas Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 30 Capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023

Dimensi Sub Dimensi 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Gotong Kerjasama Sosial 0,75 0,74| 0,71 | 0,83 | 0,73
Royong Jejaring Sosial 0,53 | 0,61| 0,56 | 0,64 | 0,57

Aksi Kolektif 0,70| 0,71 | 0,66 | 0,85 | 0,73
Kepercayaan Sosial 0,70 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,72
DIMENSI GOTONG 0,65| 0,70 | 0,66 | 0,72 | 0,67
ROYONG
Toleransi Penerimaan Perbedaan 0,68 0,80| 0,83 | 0,81 | 0,71
Sosial Budaya
Inklusi Terhadap 0,55 0,71 0,69 | 0,59 | 0,58
Minoritas
Kesadaran Gender 0,79 0,79 | 0,80 | 0,91 | 0,83
Dukungan Sosial 0,74 | 0,83 | 0,83 | 0,87 0,8
Minoritas
DIMENSI TOLERANSI o, 72| 0,78 | 0,79 | 0,77 | 0,76
Rasa Aman Kesadaran Hukum 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,87
Organisasi Sipil 0,50 0,58 | 0,50 | 0,56 | 0,51
Mitigasi Risiko Sosial 0,47 | 0,50| 0,52 | 0,49 | 0,69
Penyelesaian Sengketa 0,62 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,69
secara Beradab
DIMENSI RASA AMAN 0,65| 0,67 0,65 0,70 | 0,72
IPMas Kabupaten Tulungagung 0,67 | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,72

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulunggung, 2024
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Grafik 2. 20 Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan
Kerja Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulunggung, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas),
nilai IPMas pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020
yang terlihat dari dimensi gotong royong dan dimensi rasa aman. Pada dimensi
gotong royong, adanya pandemi Covid-19 membuat masyarakat terpaksa
mengurangi intensitasnya untuk bertemu secara fisik. Hal ini dapat terlihat dari
sub dimensi jejaring sosial dan aksi kolektif yang terkoreksi hingga 0,05 poin
karena adanya pembatasan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten
Tulungagung.

Secara umum capaian Indeks Pembangunan Masyarakat tahun 2023
sudah memenuhi target RPJMD 2018-2023 yakni sebesar 0,72, namun jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terdapat selisih sebesar 0,01 poin.
Penurunan capaian secara signifikan terdapat pada dimensi Gotong-royong
sebesar 0,05 poin dengan faktor penurunan terbesar pada subdimensi jejaring
sosial sebesar 0,10 poin. Penurunan ini disinyalir disebabkan karena adanya
gejala masyarakat mulai mementingkan diri sendiri, sehingga berdampak pada
aktifitas sosial di lingkungan masyarakat yang mulai menurun intensitasnya.

Pada dimensi toleransi capaian mengalami penurunan sebesar 0,01 poin
dari capaian tahun 2022 ke tahun 2023. Salah satu penurunan nilai paling
signifikan terdapat pada item inklusi terhadap minoritas serta penerimaan
terhadap perbedaan sosial. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya
konflik antar perguruan pencak silat yang sering terjadi akibat kesalahpahaman
dan fanatisme kelompok. Terlebih lagi diperparah dengan adanya berita bohong
dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial.
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2.1.2.4 Fokus Budaya dan Olahraga
Analisis kinerja atas fokus seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap
indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Tabel 2. 31 Capaian Indikator Fokus Budaya dan Olahraga Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019-2023

Tahun
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

No Indikator Satuan

Seni Budaya yang
Mendapatkan Penghargaan
Seni budaya yang
dilestarikan
3 | Jumlah Atlet yang dibina Jumlah | 4.999 547 325 | 1.411 | 2.319
Jumlah Atlet yang
berprestasi
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kab. Tulungagung, 2024

Jumlah 2 1 1 2 1

Jumlah | 100 100 100 80 100

Jumlah 81 0 0 787 865

2.1.2.4.1 Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagian
besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat
yaitu Upacara tradisional seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing,
Upacara Adat Ulur-Ulur, upacara adat labuh laut, Lingkungan Budaya seperti
makanan dan minuman khas Tulungagung dan pakaian adat Tulungagung,
kesenian seperti Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk,
ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung, karawitan, dan lain-
lain.

Peninggalan budaya di Kabupaten Tulungagung yang berupa Candi
diantaranya adalah Candi Sanggrahan, Candi Penampihan (Asmara Bangun),
Candi Gambar, Candi Gayatri, Candi Dadi, Candi Cungkup, Situs Mbah Bodho,
Makam Ngadirogo, Musium Daerah, Makam Srigading, Makam Sunan Kuning,
Makam Patih Tulungagung R.M. Ngabei Sastrodimedjo, Makam Surontani dan
Hutan Wisata Kandung.

Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Tulungagung, erat hubungannya
dengan Prasasti Lawadan. Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di
selatan Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha
terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi
serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti
Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang
menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut
akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Berkenaan dengan hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap
kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai
sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan
membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan pada tahun
2023 sebanyak 1 penghargaan yang turun dibanding tahun 2022 yang
mendapatkan sebanyak 2 penghargaan.
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Grafik 2. 21 Jumlah Seni Budaya yang Mendapatkan Penghargaan
Tahun 2019 - 2023
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tulungagung, 2024

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan
merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010. Jumlah situs budaya yang telah dikelola dengan baik di
Kabupaten Tulungagung sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 14 situs.
Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat hal yang lain yang perlu
mendapatkan perhatian pada aspek kebudayaan adalah: Semakin lunturnya
nilai-nilai budaya di masyarakat; semakin turunnya minat generasi muda
terhadap budaya daerah; dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya
dalam penyelamatan aset budaya. Diperlukan adanya pengamanan terhadap
kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai
sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan
membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan.

Tabel 2. 32 Seni Budaya yang Dilestarikan Tahun 2019 - 2023
Uraian 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Persentase seni budaya
yang dilestarikan
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, 2024

100 100 100 80 100

Pada tabel diatas indikator persentase seni budaya yang dilestarikan
mencapai angka 100% dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Angka ini merupakan
angka yang stabil, yang berarti Kabupaten Tulungagung terus berupaya untuk
melestarikan seni budaya yang dimiliki. Namun pada tahun 2022 terjadi
penurunan menjadi 80% persentase seni budaya yang dilestarikan.

2.1.2.4.2 Olahraga

Penyelenggaraan keolahragaan, khususnya di bidang olahraga prestasi
dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepada tiap-tiap cabang olahraga melalui
Kerjasama dengan KONI Kabupaten Tulungagung. Penyelenggaraan
keolahragaan bertujuan untuk mendukung Pembangunan SDM di Kabupaten
Tulungagung agar memiliki daya saing, diantaranya dengan meningkatkan
Kesehatan, memupuk jiwa berkompetisi dengan tetap mengedepankan rasa
sportivitas, serta untuk meningkatkan prestasi olahraga. Salah satu ukuran
prestasi atlet-atlet di Kabupaten Tulungagung adalah dalam keikutsertaannya
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pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur, yang mana dalam Proprov
Jatim Tahun 2023 memperoleh 41 medali dengan rincian 10 medali emas, 12
medali perak, dan 19 medali perunggu yang diwakili 236 kontingen dengan
capaian peringkat 27 dan 83 poin.

Tabel 2. 33 Capaian Pretasi Olahraga Kabupaten Tulungagung

No Kejuaraan 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Peringkat Pekan Olahraga Provinsi 18 - - 15 27
a. Perolehan Poin 60 - - 105 83
b. Perolehan Medali 43 41
c. Emas 4 - - 15 10
d. Perak 13 - - 17 12
e. Perunggu 18 - - 11 19

f. Jumlah Kontingen 266 - - 237 | 326

g. Jumlah Atlet
h. Jumlah Official
2 | Peringkat Pekan Olahraga Pelajar - - - -

Daerah 10
a. Perolehan Poin - - - 72 -
b. Perolehan Medali 36
c. Emas - - - 8 -
d. Perak - - - 12 -
e. Perunggu - - - 16 -
f. Jumlah Kontingen - - - 99 -
g. Jumlah Atlet 83
h. Jumlah Official 16
3 | Peringkat Pekan Paralimpik
Provinsi
a. Perolehan Poin
b. Perolehan Medali
c. Emas
d. Perak
e. Perunggu
f. Jumlah Kontingen
g. Jumlah Atlet 8

h. Jumlah Official

4 | Peringkat Pekan Paralimpik
Pelajar Daerah

a. Perolehan Poin

b. Perolehan Medali

c. Emas

d. Perak

e. Perunggu

f. Jumlah Kontingen

g. Jumlah Atlet

h. Jumlah Official

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2024
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Tabel diatas menunjukkan capaian Peringkat Kabupaten Tulungagung
dalam Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Terjadi
penurunan capaian perolehan medali pada tahun 2023 dimana pada tahun
sebelumnya Kabupaten Tulungagung mencapai 43 dibanding 41. Hal ini
menjadikan Peringkat yang didapatkan turun dari sebelumnya berada pada
Peringkat 15 menjadi Peringkat 27 pada tahun 2023. Penurunan jumlah
perolehan medali ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya
regenerasi atlet, dukungan sarana dan prasarana hingga minimnya event
kejuaraan Tingkat Kabupaten.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk
menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum
dapat dilihat dari indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.1.3.1 Fokus Urusan Pelayanan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan
suatu negara. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang
menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Indeks pendidikan
merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan
pendidikan. Berikut merupakan grafik yang menyajikan indeks pendidikan
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 hingga 2023.
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Grafik 2. 22 Indeks Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, 2024

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa secara garis besar indeks
pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 mengalami
perkembangan yang signifikan. Namun terjadi penurunan pada tahun 2022
menjadi 0,64 dan capaian 2023 yang meningkat menjadi 0,659. Peningkatan
capaian indeks pendidikan disebabkan oleh meningkatnya capaian Harapan
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Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Hal ini sejalan dengan upaya yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus memperbaiki
kualitas pendidikan melalui dukungan sarana dan prasarana, peningkatan
kapasitas tenaga pendidik serta bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi

peserta didik yang kurang mampu.

Berikut merupakan tabel yang menyajikan data yang mendukung
pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pastisipasi Kasar (APK) di
Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2. 34 Data Pendidikan Tahun 2019 - 2023

No Komponen Jumlah
2019 2020 2021 2022 2023
I PAUD
1 JumlahSekolah (Lembaga) 977 984 988 996 999
I SD/MI
1 JumlahSiswa (Orang) 98,401 | 99.093 | 94.311 | 91.834 | 89.088
a. SD 76,576 | 76.307 [ 71.009 | 68.146 | 65.214
b. MI 21,825 | 22.732 | 23.302 | 23.688 | 23.874
2 Jumlah Guru (Orang) 8,890 8.121 7.585 | 8.692
a. SD 7,367 6.360 [ 6.209 | 5.987( 6.942
b. MI 1,523 1.912 1598 | 1.750
3 JumlahSekolah (Lembaga) 769 762 751 758 761
a. SD 653 642 631 633 634
b. MI 116 120 120 125 127
4 Kelulusan (Orang) 16,057 | 16.661 | 16.817
a. SD 13,126 -| 13.126
b. MI 2,931 -| 3.691
III | SMP/MTs
1 JumlahSiswa (Orang) 48,328 | 48.387 | 48.747 | 49.142 | 49.593
a. SMP 36,726 | 36.727 | 37.046 | 37.223 | 37.619
b. MTs 11,602 | 11.660 | 11.701| 11919 11.974
2 Jumlah Guru (Orang) 3,874 3.514 ( 3.743 3.492 | 3.588
a. SMP 2,834 2.529 | 2.531 2.474 | 2.533
b. MTs 1,040 985 1.212 1018 | 1.055
3 Jumlah Sekolah (Lembaga) 126 135 138 146 148
a. SMP 87 94 96 99 101
b. MTs 39 41 42 47 47
4 Kelulusan (Orang) 15,473 | 15.859 | 16.109
a. SMP 11,600 - | 12.195
b. MTs 3,873 -| 3.914
IV | SMA/SMK/MA
1 JumlahSiswa (Orang) 41,773 | 41.568 | 43.332 | 43.251 | 43.750
a. SMA 13,228 | 13.323 | 13.814 | 13.851 | 14.042
b. SMK 23,857 | 23.573 | 24.817 | 24.347 | 24.308
c. MA 4,688 4.672 | 4.701 5053 | 5.400
2 Jumlah Guru (Orang) 3,157 2.614  2.707
a. SMA 988 812 788 783 788
b. SMK 1,665 1.301 1.313 1.369 | 1.397
c. MA 504 501 606 518 571
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Jumlah
No Komponen
2019 2020 2021 2022 2023

3 JumlahSekolah (Lembaga) 78 78 78 82 81

a. SMA 24 24 24 24 23

b. SMK 35 35 35 35 35

c. MA 19 19 19 23 25
4 Kelulusan (Orang) 11,897 | 13.536 | 12.288

a. SMA 4,068 -| 4.021

b. SMK 6,390 -| 6.708

c. MA 1,439 - 1.559
\Y SLB
1 Jumlah Siswa (Orang) 607 606 645

a. SDLB 359 368 387

b. SMPLB 134 127 158

c. SMLB 114 111 100
2 Jumlah Guru (Orang) 49 85 81

a. SLB 49 85 81 90 83
3 JumlahSekolah (Lembaga) 12 12 12

a. SLB 12 12 12 12 12

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 2024

Berikut merupakan tabel yang menyajikan perkembangan pembangunan
urusan pendidikan di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2. 35 Perkembangan Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Tahun
Sat | 2019 | 2020 2021 2022 | 2023

No Variabel Pendidikan

1 | Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI/Paket A

2 | Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTS/Paket B

3 | Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA/Paket C

4 | Angka Kelulusan (AL)

Y% 0,2 0,10 0,003 0,03 | 0,065

% 0,21 0,10 0,16 0,04 | 0,13

Y% 0,40 0,40 0,40 0,03 | 0,03

o
SD/MI/Paket A Yo 100 100 100 100 100

S | Angka Kelulusan (AL) o
SMP/MTS/Paket B % | 94,54 100 100 | 100 | 100
6 | Angka Kelulusan (AL) % 100 100 100 100 100

SMA/SMK/MA/Paket C

7 | Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTS

8 | Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 2024

% |99,61| 99,70 | 99,85 100 | 100

% | 90,99 | 92,50 95,01 100 100

Perkembangan yang positif terkait urusan pendidikan menunjukkan
tingginya angka kelulusan SD, SMP, SMA. Namun pada indikator angka putus
sekolah pada tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B mengalami
peningkatan.
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Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi kasar
Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023.
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Grafik 2. 23 Angka Partisipasi Kasar Kab. Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : BPS, 2024

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD, SMP dan SMA masyarakat
Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 secara garis besar
menunjukkan trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian APK
masing-masing jenjang pendidikan yang artinya upaya peningkatan fasilitas
Pendidikan menunjukkan hasil yang positif.

Berikut merupakan grafik Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten
Tulungagung tahun 2019 hingga 2023.
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Grafik 2. 24 Angka Partisipasi Murni Kab. Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : BPS, 2024
Sejalan dengan APK, angka partisipasi murni (APM) jenjang SD, SMP dan
SMA masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 juga
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mengalami trend yang positif. Secara garis besar APM tahun 2019 hingga 2023
terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 APM SMP/MTs mengalami sedikit
penurunan pada angka 85,65% dan meningkat lagi tahun 2023 yaitu 89,18%.
Sedangkan APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Tulungagung terus mengalami
penurunan dari tahun 2019 62,6% dan tahun 2023 menjadi 58,49%.

Meskipun persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikannya dibanding jumlah penduduk di usia yang sama meningkat tipis
akan tetapi tetap menunjukkan trend yang positif dibandingkan tahun
sebelumnya. Artinya upaya pemerintah menunjukkan hasil yang positif pula.

Berikut merupakan grafik yang menyajikan angka partisipasi sekolah

Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023.
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Grafik 2. 25 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Tulungagung Tahun 2019 - 2023
Sumber : Dinas Pendidikan, 2024

Perkembangan positif dari APK dan APM jenjang SD, SMP dan SMA
masyarakat Kabupaten Tulungagung tahun 2019 hingga 2023 juga didukung
dengan angka partisipasi sekolah yang secara garis besar menunjukkan
perkembangan positif.

Adapun perkembangan pembangunan sarana prasarana pendidikan di
Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel
dibawah.

Tabel 2. 36 Sarana dan Prasarana Pendidikan Kab. Tulungagung Tahun 2023

Jenian Jumlah Jml Jml Jml Jml Jml Rf::: Kondisi RK
AN | Lembaga | Siswa | Guru | Perpus | Lab | Kantor lg Baik | Rusak | Rusak
Kelas Ringan | Berat
TK/RA
Neg./ 1039 30614 | 2095 92 0 579 2574 | 2324 250 0
Swasta
SD/MI
gaergle“ 761 | 89.088 | 8.692 | 490 | 47 | 418 | 2.992 | 2723 | 269 0
Swasta
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Jml Kondisi RK
Jenjang Jumlah J ml Jml Jml Jml Jml Ruang
Lembaga | Siswa | Guru | Perpus | Lab | Kantor Kelas | Baik R.usak Rusak
Ringan | Berat

SMP/MTS
Neg. dan 148 49.593 | 3.588 107 111 94 3676 146 0
Swasta
SLB 12

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024
Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten
Tulungagung pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 37 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2023

Jenis
No. | Pelayanan
Dasar

Indikator SPM

Jumlah Total
yang Harus
Dilayani

Jumlah Total

yang

Terlayani

Total
Capaian

1. Pendidikan
Anak Usia
Dini

Jumlah Warga
Kabupaten Usia 5-6
Tahun

41173

30614

74,35

Buku Gambar

Alat Mewarnai

Penyediaan biaya
personil peseta didik

Kualitas tenaga
kependidikan
(kepala sekolah)
yang berkualifikasi
S1/D-IV

1001

415

41,45

Kualitas tenaga
kependidikan yang
berkualifikasi S1/D-
v

3334

2494

74,80

2. Pendidikan
Dasar

Jumlah Warga
Kabupaten Usia 7-
15 Tahun

141.391

138.681

98,08

Buku teks pelajaran

Perlengkapan belajar

Kualitas tenaga
kependidikan
(kepala sekolah)
yang berkualifikasi
S1/D-1V

735

725

98,63

Kualitas
kependidikan
(tenaga
admin/tenaga
lab/admin)
berkualifikasi
SMA /sederajat

tenaga

yang

2319

2319

100

Jumlah rombongan
belajar di
Pendidikan

satuan

5.310

5.310

100
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No.

Jenis
Pelayanan
Dasar

Indikator SPM

Jumlah Total
yang Harus
Dilayani

Jumlah Total

yang
Terlayani

Total
Capaian

Penyediaan
personil
didik

biaya
peserta

62752

62608

99,77

Kualitas pendidik
yang berkualifikasi
S1/D-1IV

9475

8827

93,16

Satuan Pendidikan
yang berakreditasi
minimal C

735

706

96,05

Pendidikan
Kesetaraan

Jumlah Warga
Kabupaten Usia 7-
18 Tahun

190.280

140.301

73,73

Modul belajar

Jumlah rombongan
belajar di  Pusat
Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)

150

150

100

Penyediaan
personil
didik

biaya
peserta

1620

230

14,19

Kualitas pendidik
yang Dberkualifikasi
S1/D-IV

195

195

100

Kualitas
kependidikan
(kepala sekolah)
yang berkualifikasi
S1/D-1V

tenaga

23

21

91,3

Kualitas
kependidikan
(Tenaga
Admin/Tenaga
Lab/Admin)
berkualifikasi
SMA /sederajat

tenaga

yang

335

235

70,14

Perlengkapan belajar

PKBM Terakreditasi
minimal C

23

34,78

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan Standar

Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat pada

tabel di bawah ini.
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Tabel 2. 38 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023
Tahun
2019 2020 2021 2022 2023

Indikator Sat

Angka Partisipasi Kasar
SD/MI

Angka Partisipasi Kasar
SMP/Mts

Angka Partisipasi Murni
SD/MI

Angka Partisipasi Murni
SMP/Mts

Angka PutusSekolah (APS)

% 101,75 | 102,32 | 101,33 | 101,86 | 101,65

% | 104,30 | 102,39 | 104,41 | 106,25 | 106,95

% 97,91 | 97,43 | 97,16 | 99,79 | 99,36

% 87,04 | 86,98 | 86,28 | 85,65 89,18

0,
SD/MI/Paket A Yo 0,2 0,10 | 0,003 0,03 0,065
Angka PutusSekolah (APS) o
SMP/MTS/Paket B Yo 0,21 0,10 0,16 0,04 0,013
Angka Kelulusan (AL) o
SD/MI/Paket A Yo 100 100 100 100 100
Angka Kelulusan (AL) o
SMP/MTS/Paket B Yo 94,54 100 100 100 100
Angka Melanjutkan (AM) dari o
SD/MI ke SMP/MTS Yo 99,61 | 99,70 | 99,85 100 100
Angka Melanjutkan (AM) dari o
SMP/MTS ke SMA/SMK,/MA Yo 90,99 | 92,50 | 95,01 100 100
Persentase (%) jumlah anak
usia 5-6 tahun yang sdh % 100 | 100| 100 | 86,73 100

tamatatausedangbelajar di
satuanpendidikan PAUD
Persentase (%)
jumlahanakusia 7-12 tahun
yang sdh tamat atau sedang % 100 100 100 100 100
belajar di satuan Pendidikan
sekolah dasar

Persentase (%) jumlah anak

usia 12-15 tahun yang sdh

tamat atau sedang belajar di

satuan pendidikan SMP

Angka Harapan Lama Sekolah | tahun 13,15 13,31 13,32 13,33 13,34

Rata-Rata Lama sekolah tahun 8,07 8,33 8,34 8,65 8,66
Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

% 100 100 100 100 100

Salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Tulungagung dan
mungkin dialami pula oleh daerah lain adalah adanya ketimpangan distribusi
peserta didik akibat penerapan sistem zonasi yang menyebabkan banyaknya
kasus mutasi peserta didik dari luar zonasi sekolah ke dalam zonasi sekolah
tersebut. Dengan tujuan penerapan sistem zonasi yang diharapkan dapat
memeratakan pendidikan, masih perlu dilakukan adaptasi dan upaya perbaikan
ditataran lokal untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan distribusi
peserta didik tersebut. Berikut merupakan data satuan pendidikan terkait
distribusi peserta didik:
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Tabel 2. 39 Data Satuan Pendidikan terkait Distribusi Peserta
Didik 2019-2023
2019 2020

Uraian 2021 2022
Jumlah Satuan
Pendidikan yang Melebihi
Pagu Rombongan Belajar
Jumlah Satuan
Pendidikan yang Tidak
Memenuhi Pagu
Rombongan Belajar

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

2023

13 13 13 13 14

22 22 22 22 20

2.1.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain indeks kesehatan,
terdapat juga variabel-variabel kesehatan lainnya. Secara rinci capaian variabel
kesehatan tersebut terdapat dalam tabel Perkembangan pembangunan urusan
kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 berikut:

Tabel 2. 40 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupeten Tulungagung
Tahun 2019 - 2023

Indikator Satuan Tahun
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Jumlah Kematian Bayi Jiwa 126 146 115 108 99
Angka Harapan Hidup Tahun 73,95 | 73,95 | 74,16 | 74,54 | 74,91
Angka Kematian Bayi /1000 877 10,20 8.4 8.22 71
KH
Jumlah kematian Ibu Jiwa 11 15 57 16 9
Angka Kematian Ibu | / 10}3’{000 76,58 | 104,75 | 417,5| 106,85 | 64,52
Jumlah Posyandu Pos 1240 | 1239 | 1239 | 1242 | 1242
Balita
Jumlah Posyandu
Purnama dan Mandiri Unit 1162 1147 1145 1184 1215
(PURI)
Jumlah Posyandu Unit 429 | 408 | 408| 408| 408
Lansia
Jumlah Kader Orang | 6200 | 6195| 6195| 6210| 6210
Posyandu Aktif
Jumlah Puskesmas Unit 32 32 32 32 32
Balita Gizi Buruk kasus 36 54 38 59 24
Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang % 88,9 89,5 83 82,8 82,7
ditangani
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh % 91,39 | 91,76 92,1 89,3 93,1
Tenaga kesehatan
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Tahun
2019 | 2020 2021 2022 2023

Indikator Satuan

Yang memiliki
Kompetensi Kebidanan

Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization

% 94,22 | 91,51 78,6 | 90,04 86,7

Cakupan Balita Gizi
buruk yang mendapat % 100 100 100 100 100
Perawatan

Cakupan penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit
TBC

Cakupan penemuan
dan penanganan
Penderita Penyakit
DBD

Cakupan Pelayanan
Rujukan Pasien % n/a n/a n/a 19 83
Masyarakat Miskin

% 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100

Cakupan kunjungan
bayi
Cakupan desa siaga
aktif
[PKM - - - 0,63 0,68 0,68

Jumlah Kasus PTM ,dll Kasus 96100 | 96471 | 312995 | 314880 | 316623

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dengan

% 96,89 | 87,06 | 93,45 95,6 98,6

% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Nilai Kinerja UKP dan % - - 12,5 18,75 78,13
UKM dalam Kategori

Baik

Angka Kontak %o - - - - 961

Indeks Kepuasan
Masyarakat oleh

- - - - -| 83,32
Layanan BLUD (Rata-
rata 32 PKM+2 RSUD)
Cakupan Universal n/a n/a n/a n/a n/a 71,17

Health Coverage
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Kemajuan wurusan kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator
diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan balita
gizi buruk yang mendapat perawatan. Komplikasi kebidanan merupakan
kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu
dan/atau bayi. Pada tahun 2021, adanya Pandemi Covid-19 membuat ibu hamil
dan ibu bersalin enggan untuk mengakses fasilitas layanan kesehatan sehingga
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angka kematian ibu meningkat dan komplikasi kebidanan yang ditangani
mengalami penurunan akibat rendahnya akses terhadap fasyankes. Sejak tahun
2022, telah diinisiasi penanganan komplikasi kebidanan melalui inovasi
Kesehatan Ibu dan Anak Online (KILAO HATI), bertujuan untuk menurunkan
komplikasi kebidanan dengan outcome menekan angka kematian ibu dan anak.
Tahun 2023, diinisiasi inovasi Kader Mitra Bidan Sahabat Balita dan Ibu (KAMI
DANSA BALI) yaitu pemberdayaan kader atau penyehat tradisional dalam upaya
promotif dan preventif di bidang KIA, yaitu pendampingan ibu hamil dan balita
yang berisiko serta Sistem Informasi Kesehatan Tulungagun (SIKESTA) yaitu
aplikasi integrasi satu data kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelayanan
kesehatan serta melalui data kesehatan yang cepat dan akurat dalam rangka
pengambilan keputusan / kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Hal ini yang mendorong penurunan AKI dan AKB serta komplikasi kebidanan di
Kabupaten Tulungagung.

Sejak tahun 2019, cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Tulungagung
telah mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan adanya pos
kesehatan desa wuntuk memudahkan akses layanan kesehatan kepada
masyarakat dengan ditunjang oleh kader kesehatan yang terlatih, aktifnya
posyandu untuk pemantauan kesehatan ibu dan anak, remaja, lansia, termasuk
pemantauan gizi, pelaksanaan posbindu PTM dan ada pula berbagai jenis UKBM
serta kelompok permberdayaan masyarakat lainnya, juga penerapan perilaku
hidup bersih dan sehat di masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mengupayakan peninngkatan
cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), agar seluruh
masyarakat Kabupaten Tulungagung dapat menerima layanan kesehatan yang
komprehensif dan bermutu, kapan dan dimanapun dibutuhkan, tanpa hambatan
finansial. Sampai dengan tahun 2023, capaian UHC Kabupaten Tulungagung
masih di angka 71,17% yang artinya masih terdapat 28,83% penduduk
Kabupaten Tulungagung yang belum tercover. Upaya-upaya peningkatan
cakupan terus dilakukan antara lain :

1. membentuk Tim percepatan UHC di Kabupaten Tulungagung yang dapat
menjadi pemangku utama yang mengkoordinasikan strategi percepatan
UHC,

2. mendorong Desa untuk mengusulkan data cadangan DTKS yang belum
masuk kepesertaaan PBI-JK maupun PBID,

3. penggunaan APBDes khususnya dari PADesa untuk perluasan kepersertaan
JKN (mengingat Dana Desa tidak diperkenankan untuk membiayai premi),
serta mendorong untuk memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan
sosialisasi dan promosi kebijakan serta advokasi perluasan kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional,

4. memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan
kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen
pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik sebagaimana tertuang
dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
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Grafik 2. 26 Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 - 2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Kemudian pada indikator kasus balita gizi buruk mengalami tren yang
fluktuatif dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2023, kasus balita gizi
buruk mengalami penurunan dari 59 balita menjadi 24 balita. Hal ini didukung
oleh penanganan lintas sektor yang terintegrasi antar Perangkat Daerah hingga
tingkat Desa. Pelacakan kasus dari tingkat desa dan perbaikan gizi melalui
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta pendampingan oleh Tim Pendamping
Keluarga (TPK) berdampak pada penurunan kasus balita gizi buruk.

Salah satu indikator keberhasilan program kesehatan disuatu wilayah
dapat dilihat dari tinggi rendahnya besaran AKB pada periode tertentu. AKB
didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1
tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB
kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (hard rock), antara 40-70
tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (medium rock), dan lebih besar
dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (soft rock). Berikut series AKB periode

2019-2023.
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Grafik 2. 27 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024
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Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian angka kematian bayi di
Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Kemajuan yang
dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit
penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat
AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif
dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di
bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang
meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000
kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi pada
tahun 2023 sebesar 7,1 yang termasuk nilai normatif rendah. Tren Angka
Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tulungagung sempat mengalami peningkatan
pada tahun 2019 ke tahun 2020 dan konsisten mengalami penurunan dari tahun
2020 hingga tahun 2023 karena inovasi KILAO HATI yang menurunkan risiko
kematian bayi.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang
rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,
dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan
kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Harapan Hidup
Kabupaten Tulungagung meningkat, pada Tahun 2020 sebesar 74,41, pada
tahun 2021 sebesar 74,47, pada tahun 2022 sebesar 74,73 dan tahun 2023
adalah 74,99. Kenaikan AHH ini menunjukkan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, maupun kualitas
lingkungan yang diiringi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat oleh
masyarakat. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.
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Grafik 2. 28 Angka Harapan Hidup Kab. Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Angka Kematian Ibu dari tahun 2018 sebesar 122,04 per 100.000
Kelahiran pada tahun 2019 menurun drastis menjadi 76,58 per 100.000
Kelahiran Hidup, kemudian pada tahun 2020 sebesar 104,75. Perhitungan AKI
pada tahun 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan jumlah kelahiran hidup tidak
mencapai 100.000 Kelahiran Hidup yakni sebesar 13.654, sehingga bila
dimasukkan jumlah kematian ibu kedalam rumus AKI akan terjadi bias pada
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hasilnya apabila dipaksakan untuk masuk kedalam rumus AKI maka nilai AKI
mencapai 417,5, pada tahun 2022 sebesar 106,66, dan tahun 2023 adalah 64,52.
Penyebab kematian ibu antara lain eklamsia, perdarahan dan penyakit penyerta
yang diderita ibu. Untuk menurunkan AKI upaya yang dilakukan antara lain
pemeriksaan triple eliminasi pada semua ibu hamil, pemeriksaan ibu hamil yang
berkualitas sesuai standar, persalinan di fasilitas kesehatan, rujukan dini
terencana, jaminan persalinan, bimbingan teknis pada petugas kesehatan dan
pemenuhan sarana prasarana. Berikut merupakan grafik pencapaiannya.
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Grafik 2. 29 Angka Kematian Ibu Kab. Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Kemajuan urusan kesehatan Kabupaten Tulungagung juga tidak bisa
terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten
Tulungagung. Secara rinci data mengenai sarana dan prasarana kesehatan
Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023 terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 41 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023

Unsur Kesehatan 2019 | 2020 2021 2022 2023
RSUD 1 1 2 2 2
Rumah Sakit TNI/Polisi 1 1 1 1 1
Rumah Sakit Umum Swasta 7 7 7 7 7
Rumah Sakit Khusus Swasta 3 3 3 3 3
Puskesmas 32 32 32 32 32
Puskesmas Pembantu 66 66 66 66 66
Puskesmas Keliling 37 37 37 72 32
Posyandu Balita 1.240 1.239 1.239 1.242 1.242
Posyandu Center of Excelence 0 0 0 0 32
Balai Pengobatan /Klinik 31 31 33 38 46
Polindes 167 167 167 31 31
Dokter 476 366 277 451 460
Perawat Kesehatan 1.697 1.140 2.107 2.158 2.285
Bidan 666 794 999 1.027 1.040

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024
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Sarana dan prasarana kesehatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-
2023 secara umum terus mengalami peningkatan. Beberapa unsur kesehatan
yang terus mengalami peningkatan yaitu balai pengobatan/klinik, perawat
kesehatan dan bidan. Hingga tahun 2023 jumlah puskesmas di Kabupaten
Tulungagung ada 32, balai pengobatan/klinik ada 38, dokter ada 460, perawat
kesehatan ada 2.285 serta bidan ada 1.040. Pada akhir Tahun 2022 Kabupaten
Tulungagung juga memperluas jangkauan layanan kesehatan melalui
pembangunan RSUD Campurdarat guna memudahkan masyarakat di wilayah
selatan dalam mengakses layanan kesehatan.

Berdasarkan data sarana dan prasarana kesehatan diatas, dapat diketahui
bahwa rasio dokter (umum dan spesialis) terhadap 100.000 penduduk sebesar
43,6, rasio perawat kesehatan terhadap 100.000 penduduk sebesar 216,7 bila
didasarkan standar rasio perawat berdasarkan "Dokumen Target Rasio Tenaga
Kesehatan" 2,4 per 1000 penduduk maka tenaga keperawatan dinilai sudah
memenuhi standar. dan rasio bidan terhadap 100.000 penduduk sebesar 98,6
maka berdasarkan standar rasio bidan 2:1000 penduduk maka tenaga bidan di
Kabupaten Tulungagung belum memenuhi standar. Dengan demikian dapat
dilihat bahwa perlu adanya penambahan jumlah dokter umum dan bidan dan
pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten Tulungagung, agar upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulungagung dapat lebih
optimal.

Dibalik adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di
Kabupaten Tulungagung, terdapat juga beberapa jumlah kasus penderita
penyakit menular dan tidak menular serta prevalensi stunting balita usia 0-39
bulan di Kabupaten Tulungagung. Secara rinci data terkait variabel penyakit
menular dan tidak menular di Kabupaten Tulungagung dijabarkan pada tabel
berikut:

Tabel 2. 42 Variabel Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019-2023

Jenis Penyakit 2019 | 2020 | 2021 2022 2023
Penyakit Menular (ditemukan)
HIV dan AIDS 390 283 211 267 368
Kusta 34 10 11 18 29
TB 1.253 818 855 1.357 1.575
Penyakit Tidak Menular
Jantung 3.031 | 3.230 | 1.003 5.209
Diabetes 16.174 1 2.703 | 16.088 | 19.785| 16.286
Hipertensi 8.395 | 1.547 | 14.596 | 183.477 | 300.349
Kanker 115|1.574 283 760
lgge\éilgrrllm stunting balita usia O- 532 | 5,51 45 4.05 3.96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Berdasarkan data tren penyakit menular dan tidak menular di atas,
penyakit tuberkulosis yang ditemukan mengalami peningkatan dari 1.357 kasus
tahun 2022 menjadi 1.575 kasus di tahun 2023. Sedangkan untuk penyakit tidak
menular, penyakit hipertensi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari
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tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan adanya fokus Pemerintah Daerah untuk
menjaring penderita hipertensi melalui home visit dan inovasi PosBINI (Pos
Pembinaan Terpadu Instansi) serta keterlibatan organisasi masyarakat Muslimat
melalui inovasi Muslimat Bawa Koper Si Ptruk (Muslimat Berbakti Dan
Berdakwah Kontrol Hipertensi Mengatasi Penyakit Stroke). Selain itu upaya
menurunkan prevalensi penyakit hipertensi di masyarakat dilaksanakan dengan
terus mendorong dan memperkuat Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
melalui pelaksanaan Posbindu PTM serta edukasi kepada masyarakat dalam
upaya menurunkan risiko tekanan darah tinggi melalui pencegahan dan
pengendalian faktor risikonya seperti merokok, kurang konsumsi buah dan
sayur, kurang aktifitas fisik dan obesitas.Sedangkan untuk penyakit menular,
penderita

Tabel 2. 43 Persentase Desa S5 Pilar STBM Kabupaten Tulungagung Tahun

2019-2023
Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase Desa 5 Pilar
STBM 0 0 0,4 12,9 31,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Sanitasi Sosial Berbasis Masyakat (STBM) adalah pendekatan untuk
mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat
dengan cara pemicuan. STBM memiliki Pilar dan Pedoman. Pilar STBM adalah
perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Adapun 5 Pilar STBM
antara lain Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun,
Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah
Rumah Tangga, dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Dari 5 pilar STBM
tersebut, pilar 1 telah tercapai 100% pada tahun 2022 yang berarti Kabupaten
Tulungagung telah meraih predikat Open Defecation Free atau sudah tidak ada
lagi perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan kesehatan di Kabupaten
Tulungagung pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 44 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2023

Jumlah Jumlah
Total Total Total
No. | Pelayanan Dasar Indikator SPM Yang .
Yang Pencapaian
Harus Terlayani
Dilayani 4
1. | Pelayanan Jumlah ibu hamil yang
kesehatan ibu | mendapatkan layanan 15.337 14.433 94,11%
hamil kesehatan
Vaksin Tetanus Difteri 15.337 14.508 94.6%
(Td)
Tablet Tambah Darah 15.337 11.230 73,2%
Alat fietek31 resiko Ibu 43.299 43.299 100%
Hamil, Test
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Jumlah

Total Jl’ll‘::;lalalh Total
No. | Pelayanan Dasar Indikator SPM Yang .
Yang Pencapaian
Harus Terlayani
Dilayani
Kehamilan,
Pemeriksaan HB,
Pemeriksaan
Golongan Darah,
Pemeriksaan
Glukoprotein Urin
Kartu Ibu / Rekam
Medis Ibu 14.433 14.433 100%
Buku Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA) 14.433 14.433 100%
Dokter/dokter 387 387 100%
spesialis kebidanan
Bidan 303 303 100%
Perawat 303 303 100%
2. | Pelayanan Jumlah ibu bersalin
kesehatan ibu | yang mendapatkan 14.640 13.630 93,10%
bersalin pelayanan kesehatan
Formulir Partograf 13.630 13.630 100%
Kartu  Ibu  (rekam | 5 o, 13.630 100%
medis)
Buku Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA) 13.630 13.630 100%
Dokter/dokter
spesialis kebidanan 387 387 100%
dan kandungan
Bidan 303 303 100%
Perawat 303 303 100%
3. | Pelayanan Jumlah bayi baru lahir
kesehatan bayi | yang mendapatkan 13949 13634 97,74%
baru lahir layanan kesehatan
Vaksin Hepatitis BO 12.673 12.673 100%
Vitamin K1 Injeksi 13.581 13.581 100%
Salep/Tetes Mata | 13581 13.581 100%
Antibiotik
Formulir bayl baru| 55011 13581 100%
lahir
Formulir Manajemen
Terpadu Bayi Muda 13.581 13.581 100%
(MTBM)
Buku KIA 13.581 13.581 100%
Dokter/dokter 387 387 100%
spesialis anak
Bidan 303 303 100%
Perawat 303 303 100%
4. | Pelayanan Jumlah balita yang
Kesehatan Balita | mendapatkan 57.651 54.435 94,42%
pelayanan kesehatan
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Jumlah

Total Jl’ll‘:::lalalh Total
No. | Pelayanan Dasar Indikator SPM Yang .
Yang Pencapaian
Harus Terlayani
Dilayani
Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP)
atau instrumen 54.435 54.435 100%
standar lain yang
berlaku
Formulir Deteksi Dini
Tumbuh Kembang 54.435 54.435 100%
Anak (DDTK)
Buku KIA 54.435 54.435 100%
Vitamin A biru 14.242 14.242 100%
Vitamin A merah S57.719 57.719 100%
Vaksin Imunisasi
Lanjutan *DPT-HB- 16.239 16.239 100%
Hib* Campak, Rubella
Vaksin imunisasi
dasar *HBO *BCG
*Polic *IPV *DPT-HB- 45.885 45.885 100%
Hib *Campak, Rubella
Jarum suntik dan
Bahan Habis Pakai 70.629 70.629 100%
(BHP)
Peralatan Anaflaktik 271 271 100%
Bidan 303 303 100%
Dokter 387 387 100%
Perawat 303 303 100%
Ahli Gizi 31 31 100%
Guru PAUD 2.108 2.108 100%
Kader Kesehatan
S. | Pelayanan Jumlah warga Negara
ke§ehatan ' pada usia pendidikan dasar 138.016 139111 100%
usia pendidikan | yang mendapatkan
dasar layanan Kesehatan
Buku raport 3.100 3.100 100%
kesehatanku
Buku ~ Pemantauan 3.100 3.100 100%
Kesehatan
Kuesioner — skrinning | 59 69 | 139.689 100%
Kesehatan
Formulir rekapitulasi
hasil pelayanan
kesehatan usia 139.689 139.689 100%
sekolah dan remaja di
dalam sekolah
Formulir rekapitulasi
hasil pelayanan 139.689 139.689 100%
kesehatan usia
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Jumlah

Total Jl’ll‘:::lalalh Total
No. | Pelayanan Dasar Indikator SPM Yang .
Yang Pencapaian
Harus Terlayani
Dilayani
sekolah dan remaja di
luar sekolah
Dokter/Dokter Gigi 32 32 100%
Bidan 271 271 100%
Perawat 271 271 100%
Ahli Gizi 31 31 100%
Tenaga Kesehatan 30 32 100%
Masyarakat
Guru 4370 4370 100%
Kader Kesehatan 874 874 100%
6. | Pelayanan Jumlah warga negara
ke§ehatan Pada usia produktif yang 647 851 637 769 98,4%
usia produktif mendapatkan layanan
Kesehatan
Pedoman dan media
komunikasi,
Informasi, Edukasi 61 o8 95%
(KIE)
Alat ukur berat badan,
Alat ukur tinggi badan,
Alat  ukur lingkar
perut, Ten31mete.r, 2.400.637 5,992 510 92,58%
Glukometer, Tes Strip
Gula Darah, Lancet,
Kapas Alkohol, KIT IVA
Tes
Formulir pencatatan
dan pelaporan aplikasi
Sistem Informasi 30 28 93,75%
Penyakit Tidak
Menular (SIPTM)
Dokter 387 387 100%
Bidan 303 303 100%
Perawat 303 303 100%
Ahli Gizi 31 31 100%
Tenaga Kesehatan 32 32 100%
Masyarakat
Tenagg Non Kesehatan 1.090 1.090 100%
Terlatih
7. | Pelayanan Jumlah warga Negara
ke.sehate.ln pada | usia produktif yang 195.341 192.565 98,6%
usia lanjut mendapatkan layanan
Kesehatan
Strip uji pemeriksaan | 5 404 | 190377 100%
gula darah, kolesterol
Instrumen - Geriatic | g4 311 | 190311 100%
Depression Scale
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Jumlah

Total Jl’ll‘:::lalalh Total
No. | Pelayanan Dasar Indikator SPM Yang .
Yang Pencapaian
Harus Terlayani
Dilayani
(GDS), Instrumen
Abbreviated Mental
Test (AMT) dan
Instrumen Activity
Daily Living (ADL)
dalam Paket
Pengkajian Paripurna
Pasien Geriatri (P3G)
Buku kesehatan lansia 190.311 190.311 100%
Dokter 32 32 100%
Bidan 271 271 100%
Perawat 271 271 100%
Ahli Gizi 31 31 100%
Tenaga Kesehatan 30 30 100%
Masyarakat
Tenag.a Non Kesehatan 1.994 1.994 100%
Terlatih
8. | Pelayanan Jumlah warga Negara
kesehaFan penderita  hipertensi 300.553 542002 83.20%
penderita yang mendapatkan
hipertensi layanan Kesehatan
Pedoman
Pengendalian
hlpertel"ls1 fian media 64 64 100%
Komunikasi,
Informasi, Edukasi
(KIE)
Tensimeter 271 271 100%
Formulir pencatatan
dan pelaporan Aplikasi
Sistem Informasi 271 271 100%
Penyakit Tidak
Menular (SIPTM)
Dokter 387 387 100%
Bidan 303 303 100%
Perawat 303 303 100%
Tenaga Kesehatan 32 30 100%
Masyarakat
9. | Pelayanan Jumlah warga Negara
kesehatan penderita diabetes
penderita mellitus yang 16.286 16.218 99,58%
Diabetes mendapatkan layanan
Kesehatan
Glukometer,Strip tes
gula darah, Kapas 49.109 49.109 100%
alcohol, Lancet
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No.

Pelayanan Dasar

Indikator SPM

Jumlah
Total
Yang
Harus

Dilayani

Jumlah
Total
Yang

Terlayani

Total

Pencapaian

Formulir pencatatan
dan pelaporan Aplikasi
SI PTM

32

32

100%

Pedoman dan media
KIE

64

64

100%

Dokter

387

387

100%

Bidan

303

303

100%

Perawat

303

303

100%

Ahli Gizi

31

31

100%

Tenaga Kesehatan

Masyarakat

32

32

100%

10

Pelayanan
kesehatan Orang
Dengan
Gangguan Jiwa
(ODGJ) berat

Jumlah warga Negara
dengan Gangguan
Jiwa Berat (ODGJ)
yang terlayani
Kesehatan

2.004

2.046

102,10%

Buku
Diagnosis
Penggolongan
Gangguan Jiwa
(PPDGJ III) atau buku
pedoman diagnosis
penggolongan
gangguan jiwa terbaru
(bila sudah tersedia)

Pedoman

32

32

100%

Kit berisi 2 alat fiksasi

32

32

100%

Penyediaan  formulir
pencatatan dan
pelaporan

32

32

100%

Media KIE

32

32

100%

Dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa
dan/atau tenaga
kesehatan lainnya

335

335

100%

11

Pelayanan
kesehatan orang
terduga
tuberkulosis

Jumlah warga Negara
terduga tuberkulosis
yang mendapatkan
layanan Kesehatan

16.145

16.145

100%

Media
(leaflet,lembar
balik,poster,banner)

KIE

9.088

9.088

100%

Reagen Zn TB

19

19

100%

Masker jenis rumah
tangga dan masker
N95

9.088

9.088

100%

Pot dahak, kaca slide,
bahan habis pakai (Oil

22.500

22.500

100%
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Jumlah

Total Jl’ll‘::;lalalh Total
No. | Pelayanan Dasar Indikator SPM Yang .
Yang Pencapaian
Harus Terlayani
Dilayani
emersi, ether alcohol
lampu
spiritus/Bunsen,
ose/lidi), rak
pengering
Catridge tes  cepat 12.000 12.000 100%
molekuler
Formulir pencatatan 9.088 9.088 100%
dan pelaporan
Pedoman/standar
operasional prosedur 32 32 100%
(SOP)
Dokter/dokter
spesialis oenyakit
dalam/dokter spesialis 32 32 100%
paru
Perawat 32 32 100%
Analis Teknik
Laboratorium Medik 32 32 100%
(ATLM)
Penata Rontgen 10 10 100%
Tenaga Kesehatan 30 30 100%
masyarakat
Tenaga non Kesehatan
terlatih atau 271 271 100%
mempunyai
12 | Pelayanan Jumlah warga Negara
kesehatan orang | dengan resiko
dengan resiko | terinfeksi virus yang
terinfeksi  virus | melemahkan daya
yang tahan tubuh manusia 18.788 16.427 87.4
melemahkan (Human
daya tahan | Immunodeficiency
tubuh manusia | Virus) yang
(Human mendapatkan layanan
Immunodeficiency | Kesehatan
Virus) Media KIE berupa
lembar balik, leaflet, 16.073 16.073 100%
poster , banner
Tes cepat HIV (RDT) | 16673 |  16.073 100%
pertama
Bahan Medis Habis
Pakai, Handschoen,
Alkohol Swab, Plester, 16.073 16.073 100%
Lancet/ Jarum Steril,
Jarum Spuit yang
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Jumlah

mempunyai kualifikasi
tertentu

Total Jl’ll‘:::lalalh Total
No. | Pelayanan Dasar Indikator SPM Yang .
Yang Pencapaian
Harus Terlayani
Dilayani

sesuai/Vacutainer dan
jarum sesuai
Alat  tulis, Rekam
Medis yang  berisi
Nomor Rekam Medis,
Nomor Fasilitas 16.073 16.073 100%
Pelayanan Kesehatan
Pelaksana, Nomor
KTP/NIK
Dokter/dokter
spesialis penyakit
dalam/dokter spesialis 45 45 100%
kulit dan kelamin
Perawat 45 45 100%
Bidan 45 45 100%
Ahli Teknologi
Laboratorium  Medis 45 45 100%
(ATLM)
Tenaga Kesehatan 45 45 100%
Masyarakat
Tenaga non Kesehatan
terlatih atau 45 45 100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 hingga tahun 2023
telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada tabel

berikut:

Tabel 2. 45 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

Indikator Sat

Capaian

Target 2019

Capaian
2020

Capaian
2021

Capaian
2022

Capaian
2023

Pelayanan
kesehatan ibu
hamil sesuai
standar
pelayanan
antenatal (SPM)

%

100 91,44

89,93

97,58

89,27

94,11

Pelayanan
kesehatan ibu
bersalin sesuai
standar
pelayanan
persalinan

%

100 91,37

91,76

92,07

89,3

93,1
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Capaian | Capaian | Capaian | Capaian | Capaian

Indikator Sat | Target 2019 2020 2021 2022 2023

Pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir sesuai
standar % 100 94,03 95,68 96,06 91,96 97,74
pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir

Pelayanan
kesehatan balita
sesuai standar % 100 90,75 75,23 96,73 96,34 94,42
pelayanan
kesehatan balita

Pelayanan
kesehatan pada
usia pendidikan
dasar sesuai
standar skrining
kesehatan usia
pendidikan
dasar

% 100 95,51 62 100 86,15 100

Pelayanan
kesehatan pada
usia produktif
sesuai standar % 100 81,28 45,02 56,06 90,78 98,4
skrining
kesehatan usia
produktif

Pelayanan
kesehatan pada
usia lanjut
sesuai standar % 100 66,96 73,15 75,51 96,67 98,6
skrining
kesehatan usia
lanjut

Pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi sesuai
standar % 100 73,31 203% 067,67 61,43 83,2
pelayanan
kesehatan
penderita
hipertensi

Pelayanan
kesehatan
penderita
diabetes melitus | % 100 76,74 380% 202,63 122,25 98,5
sesuai standar
pelayanan

kesehatan
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Capaian | Capaian | Capaian | Capaian | Capaian

Indikator Sat | Target 2019 2020 2021 2022 2023

penderita
diabetes melitus

Pelayanan
kesehatan orang
dengan
gangguan jiwa
berat sesuai
standar
pelayanan
kesehatan jiwa
Pelayanan
kesehatan orang
dengan TB
sesuai standar
pelayanan
kesehatan TB
Pelayanan
kesehatan orang
dengan resiko
terinveksi HIV 100 85 78,25 59,7 82,07 87,4
sesuai standar
pemeriksaan
HIV

% 100 101,44 192% 113,36 96,19 100

% 100 89,62 56,4 34,91 | 100,56 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Tulungagung memiliki angka yang
fluktuatif dan beragam. Indikator pertama adalah berkaitan dengan Pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal (SPM). Antenatal care
(selanjutnya akan disingkat "ANC") adalah pemeriksaan kehamilan yang
dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan
fisik dari ibu hamil. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang
diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu
kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada
trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter
Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang
dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a) Timbang
berat badan dan ukur tinggi badan; b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status gizi
(Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e)
Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) Skrining status
imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; h) Tes
laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan
golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein
urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan
trimester kehamilan. i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; j)
Temu wicara (konseling).
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Pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai SPM mulai tahun 2019 - 2023
mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2021 pelayanan
Kesehatan ibu hamil sesuai SPM meningkat pesat mencapai angka 97,58%
Tingginya capaian ini merupakan salah satu bentuk upaya penekanan angka
kematian ibu dan pada tahun 2023 terjadi penurunan di angka 94,11%.
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Grafik 2. 30 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan
Antenatal (SPM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Indikator kedua adalah berkaitan dengan Pelayanan kesehatan ibu
bersalin sesuai standar pelayanan persalinan. Pelayanan persalinan sesuai
standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau
Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik
persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Standar pelayanan
persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah
Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan
Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari
Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Capaian
indikator ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pelayanan Kesehatan
ibu bersalin sesuai SPM mulai tahun 2019 — 2023 mengalami fluktuasi yang tidak
terlalu tinggi dan semakin meningkat sampai pada tahun 2021 dengan angga
92,07% namun di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan di angka 89,3% dan
tahun 2023 meningkat menjadi 93,1%. Tingginya capaian ini merupakan salah
satu bentuk upaya penekanan angka kematian ibu.
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Grafik 2. 31 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Pelayanan
Persalinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Dalam SPM ini terdapat salah satu indikator yang berbicara tentang
pelayanan terhadap balita, yaitu indikator Pelayanan kesehatan balita sesuai
standar pelayanan kesehatan balita. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan
dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter
Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di
fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan
kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran
panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2
kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap. Pelayanan Kesehatan Balita
sesuai SPM mulai tahun 2019 - 2020 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu
tinggi, pada tahun 2021 pelayanan Kesehatan Balita sesuai SPM meningkat
signifikan mencapai angka 96,73% dan pada tahun 2023 mencapai angka
94,42%, nilai tersebut dapat dihitung berdasarkan Jumlah Balita di Kabupaten
Tulungagung sebanyak 57.651 Jiwa dengan balita yang mendapatkan layanan
Kesehatan sebanyak 54.435 Jiwa
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Grafik 2. 32 Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Pelayanan
Kesehatan Balita Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024
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Terdapat beberapa indikator yang memiliki capaian yang fluktuatif setiap
tahunnya, salah satunya adalah indikator yang berbicara terkait Pelayanan
kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut. Setiap
warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining
kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah
kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Lingkup skrining adalah
sebagai berikut: (1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. (2)
Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. (3) Deteksi kadar
kolesterol dalam darah (4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku,
termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination
(MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric
Depression Scale (GDS). Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sesuai SPM mulai
tahun 2019 - 2023 selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2023 mencapai
angka 98,6%, nilai tersebut dapat dihitung berdasarkan Jumlah penduduk usia
lanjut di Kabupaten Tulungagung sebanyak 195.341 Jiwa dengan penduduk usia
lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan sebanyak 192.565 Jiwa
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Grafik 2. 33 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar
Skrining Kesehatan Usia Lanjut Kab. Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

Selain itu indikator selanjutnya adalah Pelayanan kesehatan orang dengan
resiko terinveksi HIV sesuai standar pemeriksaan HIV. Pelayanan Kesehatan
orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual
(IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan
diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah
maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Resiko Terinveksi HIV sesuai SPM mulai tahun 2019 — 2023 mengalami
fluktuasi yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2023 pelayanan Kesehatan Orang
Dengan Resiko Terinveksi HIV sesuai SPM mencapai angka 87,4%. Rendahnya
pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Sesuai Standar
Pemeriksaan HIV merupakan tantangan besar bagi Dinas Kesehatan mengingat
HIV masih merupakan hal yang sensitif di masyarakat.
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Grafik 2. 34 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV
Sesuai Standar Pemeriksaan HIV Kab. Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, 2024

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan
lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan yang diperlukan utuk
melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur
agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan

kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional

dalam rangka meningkatkan perekonomian, menyejahterakan masyarakat, dan
meningkatkan daya saing daerah dalam persaingan global. Untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang
komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong
keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan
berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Kegiatan dalam penyediaan
infrastruktur meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau
meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan
infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
kemanfaatan infrastruktur.

Adapun permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
adalah sebagai berikut:

e Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tulungagung
dengan nilai indeks 0,6737 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan
tahun 2022 dengan nilai indeks 0,697

e Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi dengan prinsip pembangunan yang
memberikan efek pengganda pengembangan kawasan

e Persentase jalan dengan kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat
mencapai 33,50% yang masih perlu untuk ditangani

e Indeks pelayanan irigasi belum optimal, sampai dengan tahun 2023 hanya
sekitar 59,00%

e Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang)

e Masih ada 2,39% penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum

e Persentase penduduk yang belum terlayani air minum dengan akses air minum
aman dengan sambungan rumah sebesar 87,93%
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e Pengelolaan sanitasi aman masih rendah yaitu 40,28%
¢ Penduduk yang memiliki akses air limbah aman masih 5,90%
¢ Pengelolaan drainase kondisi baik yang masih tercapai sebesar 74,49%

Tabel 2. 46 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

Indikator Satuan 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
Indeks Indeks 0,6720 | 0,6850 | 0,6850 | 0,6973 | 0,6762
infrastruktur
Indeks konektivitas Indeks 2,742 | 2,760 | 2,779 | 2,779 | 2,797
Tingkat % 73,43 | 78,18 | 83,05| 82,12 | 79,78
kemantapan jalan
Indeks pelayanan Indeks 0,519 | 0,525| 0,507 | 0,509, 0,510
irigasi
Persentase panjang % 67,80 | 68,62 | 68,48 | 66,51 | 62,96

jalan dengan
kondisi baik

Rasio panjang Rasio 0,6780 | 0,6862 | 0,6848 | 0,6651 | 0,6296
jalan dengan
kondisi baik

Rasio panjang Rasio 0,0563 | 0,0956 | 0,1457 | 0,1562 | 0,1682
jalan dengan
kondisi sedang

Rasio panjang Rasio 0,1820 | 0,1222 | 0,1050 | 0,1044 | 0,1412
jalan dengan
kondisi rusak
ringan

Rasio panjang Rasio 0,837 | 0,960| 0,645| 0,743 | 0,610
jalan dengan
kondisi rusak
berat

Persentase jalan % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
yang mendapat
penanganan

Rata-rata umur Tahun 5 5 5 5 5
jalan

Rasio jaringan Rasio 0,550 | 0,560 | 0,570| 0,580 | 0,587
irigasi dalam
kondisi baik

Persentase sumber % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
daya air yang

terpelihara

Rata-rata luas Ha 12.195|12.229 | 11.106 | 10.910 | 10.746

baku sawah yang
mendapat air
irigasi setiap
musim tanam
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Indikator

Satuan

2019

2020

2021

2022

2023

Panjang jaringan
irigasi yang
direhabilitasi

Km

n.a

n.a

n.a

n.a

20,981

Persentase sumber
air yang
dimanfaatkan

%

20

Persentase sumber
air yang
dinormalisasi

%

Persentase
kesesuaian
pemanfaatan
ruang dengan
rencana tata ruang

%

89,20

89,60

90,00

100,00

100,00

Jumlah
rekomendasi tata
ruang yang
ditindaklanjuti

Rekomendasi

290

360

400

500

496

Persentase
pengajuan
rekomendasi tata
ruang yang
ditindaklanjuti

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase
kesesuaian
penataan ruang

%

5,39

Persentase
masyarakat yang
mendapatkan
informasi

%

60

100

Persentase
cakupan rencana
detail tata ruang

%

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

Persentase
peningkatan
pengajuan
informasi penataan
ruang

%

39,76

50,53

55,79

64,15

75,41

Jumlah
rekomendasi
penyelenggaraan
bangunan gedung
yang sesuai
dengan kebijakan
penyelenggaraan
bangunan gedung

Rekomendasi

90

92

92

200

333
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Indikator Satuan 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Persentase % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
rekomendasi
penyelenggaraan
bangunan gedung
yang sesuai
dengan kebijakan
penyelenggaraan
bangunan gedung
Persentase badan % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
usaha yang sudah
mendapatkan
pembinaan
Rasio tingkat Rasio 0,8793 | 0,9063 | 0,9663 | 0,9694 | 0,9761
pelayanan air

minum
Persentase % 10,98 10,91 12,38 12,41 12,07
penduduk
terlayani air
minum dengan
akses air minum
aman dengan
sambungan rumah
Persentase % 39,32 | 39,45| 39,63 | 39,91 | 40,28
penduduk yang
memperoleh
layanan
pengelolaan
sanitasi aman
Persentase rumah % 4,88 5,02 5,25 5,52 5,90
tangga yang
memiliki akses
pengelolaan air
limbah domestik
aman

Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024

Indeks infrastruktur merupakan indeks komposit yang menggambarkan
kualitas pelayanan infrastruktur dalam rangka memberi pelayanan kepada
masyarakat serta mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Infrastruktur
yang dimaksud dalam indeks ini adalah infrastruktur yang dicakup pada Pasal 5
ayat 2 Undang — Undang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yaitu indeks infrastruktur
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan indeks
infrastruktur urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Indeks
infrastruktur mulai dipergunakan saat penyusunan RPD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2024-2026, sementara pada tahun-tahun sebelumnya
menggunakan indikator yang berbeda.
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Indeks infrastruktur Kabupaten Tulungagung menunjukkan
perkembangan yang cukup fluktuatif selama periode tahun 2019-2023. Indeks
infrastruktur pada tahun 2019 mencapai 0,6720 dan meningkat pada tahun
2020 dengan capaian sebesar 0,6850. Pada tahun 2021 terjadi stagnasi yang
disebabkan refocusing anggaran pembangunan fisik untuk penanganan Pandemi
Covid-19. Pada tahun 2022, seiring dengan berakhirnya Pandemi Covid-19,
indeks infrastruktur mengalami peningkatan menjadi 0,6970 sejalan dengan
amanat percepatan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca
Pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, indeks infrastruktur kembali mengalami
penurunan menjadi 0,6762 disebabkan kondisi infrastruktur khususnya
infrastruktur pelayanan dasar yang mengalami penurunan kualitas akibat umur
konstruksi dan tingginya intensitas bencana alam.
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Grafik 2. 35 Indeks Infrastruktur Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023
Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2024

Konektivitas menggambarkan obyek geografi terhubung antara yang satu
dengan yang lainnya baik secara fungsional, keruangan, maupun logika. Indeks
konektivitas berarti daerah atau wilayah yang dihubungkan oleh jaringan jalan
memiliki pola interaksi. Indeks konektivitas jaringan jalan merupakan metode
yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah dengan
mempertimbangkan jalan dan simpul yang ada. Dengan kata lain, indeks
konektivitas merupakan perbandingan antara jumlah satuan permukiman dalam
suatu wilayah dengan jumlah jaringan jalan.

Indeks konektivitas merupakan rasio antara jumlah jaringan jalan dengan
jumlah satuan permukiman dalam suatu wilayah. Satuan permukiman
diasumsikan jumlah desa, sementara jaringan jalan adalah jumlah ruas jalan
dengan kondisi baik di atas rata-rata persentase jalan kondisi baik seluruhnya.
Indeks konektivitas Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren perkembangan
yang positif selama periode tahun 2019-2023. Angka indeks konektivitas > 1
menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah maju yang
mana jaringan jalan yang tersedia telah mampu mengakomodasi kebutuhan
pergerakan barang dan jasa. Indeks konektivitas pada tahun 2019 mencapai
2,742. Pada tahun 2020, indeks konektivitas mengalami peningkatan namun
tidak terlalu signifikan menjadi 2,760. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi
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stagnasi yang mana indeks infrastruktur tetap sebesar 2,779 sebagai imbas dari
Pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan fokus pembangunan masih dalam
rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Selain itu, tingginya
intensitas bencana alam juga mempengaruhi kondisi infrastruktur yang tersedia.
Pada tahun 2023, indeks konektivitas kembali mengalami peningkatan menjadi
2,797 dengan dukungan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
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Grafik 2. 36 Indeks Konektivitas Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023
Sumber: Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2024

Infrastruktur jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan darat
utama yang dimiliki Kabupaten Tulungagung untuk memperlancar kegiatan
perekonomian. Meningktanya pembangunan menuntut adanya peningkatan
pembangunan prasarana jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan
memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi jalan
mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang
seimbang dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama di bidang
ekonomi, politik dan sosial budaya.

Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren
perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2019-2023. Tingkat
kemantapan jalan pada tahun 2019 mencapai 73,43% dan meningkat menjadi
78,18% pada tahun 2020. Kondisi ini berlanjut hingga tahun 2021 yang mana
tingkat kemantapan jalan mencapai 83,05%. Peningkatan ini sejalan dengan
upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun
2022 dan 2023 tingkat kemantapan jalan kembali mengalami tren penurunan
akibat penurunan kualitas akibat umur konstruksi dan tingginya intensitas
bencana alam.
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Grafik 2. 37 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tulungagung

Data jaringan dan kondisi jalan mengacu pada SK Bupati Tulungagung
Nomor 188.45/130/013/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah
Kabupaten Tulungagung dan verifikasi DD1 yang tersedia pada aplikasi Sistem
Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SiPDJD). Total
seluruh panjang jalan mencapai 1.775,205 Km. Sejak tahun 2019 sampai dengan
tahun 2023 secara umum rasio jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak
berat mengalami tren penurunan. Hal tersebut dimungkinkan karena intervensi
kuantitas penanganan jalan semakin besar seiring dukungan kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan strategis di
Kabupaten Tulungagung. Sebaliknya kondisi jalan baik dan sedang cenderung
meningkat. Pada tahun 2023, rasio panjang jalan dengan kondisi baik, sedang,

Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024

rusak ringan dan rusak berat secara berurutan mencapai mencapai 0,62966,
0,1682, 0,1412 dan 0,6100.
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Grafik 2. 38 Rasio Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik, Sedang, Rusak
Ringan dan Rusak Berat Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024
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Indeks pelayanan irigasi (infrastruktur sumber daya air dan irigasi)
merupakan rata-rata Rasio luas tanam padi di berbagai musim dan rasio jaringan
irigasi dengan kondisi baik. Panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan
Kabupaten Tulungagung sekitar 560.092 m dan dan luas sawah yang mendapat
jaringan irigasi adalah 24.959 Ha. Indeks pelayanan irigasi pada tahun 2019
mencapai 0,519 dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 0,525. Pada
tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup ekstrem menjadi 0,507 yang
diantaranya disebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta
jaringan irigasi yang mengalami penurunan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan
menurunnya rata-rata luas baku sawah yang mendapat air irigasi setiap musim
tanam pada periode tahun 2020-2021, yaitu sebelumnhya seluas 12.229 Ha
menjadi 11.106 Ha. Kondisi tersebut akhirnya mendorong pemerintah Kabupaten
Tulungagung untuk melakukan optimalisasi sumber daya air yang ada sehingga
indeks kembali pada tren positif mulai tahun 2021-2023. Selain itu, hal tersebut
dimungkinkan karena intervensi kuantitas penanganan jaringan irigasi semakin
besar seiring dukungan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam
pengembangan kawasan strategis serta pengendalian pemanfaatan ruang di
Kabupaten Tulungagung.
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Grafik 2. 39 Indeks Pelayanan Irigasi Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik selama periode tahun 2019-2023
cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut
tidak terlalu signifikan karena pada periode tersebut selain terjadi Pandemi
Covid-19 juga terjadi penurunan kualitas jaringan irigasi yang sebelumnya baik
menjadi rusak ringan/rusak berat akibat usia pakai dan bencana alam. Rasio
jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 mencapai 0,550 dan terus
meningkat hingga tahun 2023 dengan capaian indeks pelayanan irigasi pada
tahun 2023 sebesar 0,587.
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Grafik 2. 40 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024
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Grafik 2. 41 Rata-rata Luas Baku Sawah Yang Mendapat Air Irigasi Setiap
Musim Tanam Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
yaitu membandingkan luas eksisting pola ruang kawasan lindung dan kawasan
budidaya dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan budidaya sesuai
rencana pola ruang pada dokumen rencana tata ruang. Persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selama periode tahun 2019-2023
cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 89,20% dan pada
tahun 2020 menjadi 89,60%. Pada tahun 2021, persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mencapai 90,00%. Capaian
selama tahun 2018-2021 yang kurang dari 100% mengindikasikan bahwa selama
ini terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang yang
telah ditetapkan walaupun rekomendasi pemanfaatan ruang menyatakan tidak
diperbolehkan. Pada tahun 2022 dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW
Kabupaten Tahun 2012-2032, sebagai hasilnya diterbitkan Perda Nomor 4 Tahun
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2023 tentang RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2022-2042 sekaligus
mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem
Online Single Submission (OSS) yang mempersyaratkan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702
kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis
Risiko. Dengan demikian, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang semakin tertib administrasi dan persentase kesesuaian
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang pada tahun 2022 dan 2023 lebih
terkendali dengan capaian sebesar 100,00%.
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Grafik 2. 42 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana
Tata Ruang di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024
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Grafik 2. 43 Persentase Persentase Cakupan Rencana Detail Tata Ruang di
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024
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Penyelenggaraan penataan ruang sangat berkaitan dengan rekomendasi
tata ruang dalam hal ini Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Selain
itu, penataan ruang sangat berkaitan dengan rekomendasi penyelenggaraan
bangunan gedung. Persentase rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung
yang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung selama periode
tahun 2019-2023 juga mencapai 100,00%. Dengan kata lain, kebijakan
penyelenggaraan bangunan gedung selama ini sudah merujuk pada dokumen
rencana tata ruang wilayah dan peraturan turunan seperti rencana detail dan
peraturan bangunan gedung dan sejenisnya.
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Grafik 2. 44 Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Yang Sesuai Dengan Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024

Persentase badan wusaha yang sudah mendapatkan pembinaan
menunjukkan tren perkembangan yang tetap selama periode tahun 2019-2023.
Persentase badan usaha yang sudah mendapatkan pembinaan selama periode
tahun 2018-2023 mencapai 100,00%. Tujuan pembinaan tersebut adalah untuk
mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, terwujudnya struktur
usaha konstruksi daerah yang handal dan berdaya saing, terwujudnya hasil
pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas serta terwujudnya peningkatan peran
masyarakat jasa konstruksi.
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Grafik 2. 45 Persentase Badan Usaha Yang Sudah Mendapatkan Pembinaan
di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas PUPR Kab. Tulungagung, 2024
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Penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung diselenggarakan oleh
Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman melalui bidang keciptakaryaan dan
PDAM. Bidang keciptakaryaan bertanggung jawab dalam penyediaan air minum
di pedesaan dan PDAM di perkotaan. Untuk di pedesaan, penyediaan air minum
dilakukan melalui kolaborasi antara pamsimas, pemerintah desa, dan
pemerintah kabupaten. Berikut merupakan rasio tingkat pelayanan air minum
di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-2023.
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Grafik 2. 46 Rasio Tingkat Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024
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Grafik 2. 47 Persentase Penduduk Terlayani Air Minum Dengan Akses Air
Minum Aman Dengan Sambungan Rumah dan Persentase Penduduk Yang
Memperoleh Layanan Pengelolaan Sanitasi Aman Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah
sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK). Air minum dengan sistem
penyediaan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana
penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem
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perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan
kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM
JP meliputi :

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan

Pokok Air Minum Sehari-hari.

2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 jam per hari.

Akses jaringan perpipaan meliputi Pelanggan PDAM, Pamsimas, DAK Air
Bersih, dan Kegiatan pembangunan SPAM perdesaan melalui dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD Kab/Kota.

Mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Misi sanitasi di Kabupaten
Tulungagung antara lain :

Misi Air Limbah :

Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air limbah domestic

Misi Persampahan :

Meminimalisir timbulan sampah

Meningkatkan pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari

hulu ke hilir dengan system pemberdayaan

Meningkatkan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan

Misi Drainase :

Mewujudkan penyediaan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan

yang memadai

Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam mengelola

infrastruktur drainase lingkungan

Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman
merupakan nilai rata-rata dari indikator komposit persentase penduduk yang
memperoleh akses pengolahan air limbah domestik aman senilai 5,90%,
persentase jaringan drainase dengan kondisi baik senilai 74,65% dan persentase
pengelolaan sampah sebesar 25,00% (Persentase sampah yang terkelola terhadap
target Jakstrada Persampahan). Dari seluruh indikator komposit tersebut
diperoleh persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi
aman sebesar 40,28%. Berikut merupakan persentase penduduk yang
memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung
tahun 2019-2023.
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Grafik 2. 48 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan
Air Limbah Domestik Aman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024
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Rasio pelayanan air minum di Kabupaten Tulungagung merupakan jumlah
sambungan rumah baik melalui perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
dibagi dengan jumlah total rumah tangga (KK). Air minum dengan system
penyediaan jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana
penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem
perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan
kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM
JP meliputi :

1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan

Pokok Air Minum Sehari-hari.

2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per
hari.

Akses jaringan perpipaan meliputi Pelanggan PDAM, Pamsimas, DAK Air
Bersih, dan Kegiatan pembangunan SPAM perdesaan melalui dana APBN, APBD
Provinsi dan APBD Kab/Kota.

Mengacu pada dokumen perencanaan daerah, Misi sanitasi di Kabupaten
Tulungagung antara lain :

Misi Air Limbah :

Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air limbah domestic

Misi Persampahan :

Meminimalisir timbulan sampah

Meningkatkan pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari

hulu ke hilir dengan system pemberdayaan

Meningkatkan kuantitas dan kwalitas sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan

Misi Drainase :

Mewujudkan penyediaan infrastruktur pengelolaan drainase lingkungan

yang memadai

Mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam mengelola

infrastruktur drainase lingkungan

Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman
merupakan nilai rata-rata dari indikator komposit persentase penduduk yang
memperoleh akses pengolahan air limbah domestik aman senilai 5,90%,
persentase jaringan drainase dengan kondisi baik senilai 74,65% dan persentase
pengelolaan sampah sebesar 25,00% (Persentase sampah yang terkelola terhadap
target Jakstrada Persampahan). Dari seluruh indikator komposit tersebut
diperoleh persentase penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan sanitasi
aman sebesar 40,28%. Berikut merupakan persentase penduduk yang
memperoleh layanan pengelolaan sanitasi aman di Kabupaten Tulungagung
tahun 2019-2023.
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Grafik 2. 49 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Pengelolaan Air
Limbah Domestik Aman di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila pelayanan sanitasi aman di
Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir.
Pada tahun 2018 persentase penduduk yang memperoleh layanan sanitasi aman
adalah 39,09% dan mengalami peningkatan 3,03% dalam kurun waktu 5 tahun
sehingga tahun 2023 adalah 40,28%. Peningkatan ini cenderung lambat
dikarenakan persentasi rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik
aman masih rendah yaitu 5,90% di tahun 2023.

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang urusan kesehatan yang
termasuk dalasm Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018
Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) bidang urusan di Kabupaten Tulungagung terdiri atas Penyediaan
kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan
air limbah domestik.

Tabel 2. 47 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

No. Jenis Indikator SPM Jumlah Total Jumlah Total
Pelayanan yang harus Total yang | Pencapaian
Dasar dilayani terlayani
1 2 3 4 5 6
1. Penyediaan Warga negara yang 1.317.008 | 1.285.532 97.61%
kebutuhan memperoleh
pokok air kebutuhan pokok air
minum minum

sehari-hari | g, ntitas (kebutuhan 1.317.008 | 1.285.532 97.61%

pokok minimal
60/liter/ orang/hari)

Kualitas air 1.317.008 362.967 27.56 %
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No. Jenis Indikator SPM Jumlah Total Jumlah Total
Pelayanan yang harus Total yang | Pencapaian
Dasar dilayani terlayani
1 2 3 4 5 6
(keruh,berwarna,
beras, berbusa,
berbau)
Jaringan Perpipaan 1.317.008 362.967 27.56 %
Jaringan bukan 1.317.008 922.565 70.05 %
perpipaan
2. | Penyediaan | Jumlah warga negara 1.317.008 77.703 5.90 %
pelayanan yang memperoleh
pengelolaan | layanan pengelolaan
air limbah air domestik
domestik Kuantitas akses 1.317.008 |  77.703 5.90 %
pengolahan air limbah
domestik
Kualitas pelayanan air 1.317.008 77.703 5.90 %
limbah domestik
Sub-sistem 1.317.008 77.703 5.90 %
pengolahan setempat
Sub-sistem 1.317.008 77.703 5.90 %
pengangkutan
Sub-sistem 1.317.008 77.703 5.90 %
pengolahan lumpur
tinja (IPLT)
Pengolahan lumpur 1.317.008 77.703 5.90 %
tinja (IPAL)

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas PKP Kab. Tulungagung, 2024

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang

terdiri atas penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, sanitasi dan

air

Permukiman adalah sebagai berikut:

minum. Adapun permasalahan urusan Perumahan dan Kawasan

e Masih besarnya sisa luasan kawasan kumuh (sampai dengan tahun keempat
pasca SK Kawasan Kumuh ditetapkan Bupati pada tahun 2019)
segera dituntaskan yaitu 94,23 Ha

yang perlu

e Belum optimalnya tingkat pelayanan perumahan dan sarana prasarana

permukiman:
1. Rumah Tidak layak huni masih 1,47% dari total jumlah rumah atau sebesar

4.604 unit

2. Sebanyak 25,51% PSU membutuhkan perbaikan
3. Belum optimalnya tingkat pelayanan perumahan
4. Jumlah backlog rumah masih sangat tinggi yaitu 22,92%
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Adapun  kinerja

berikut:

Pemerintah

Kabupaten
menyelenggarakan Perumahan dan kawasan permukiman diantaranya sebagai

Tulungagung

dalam

Tabel 2. 48 Capaian Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman di
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023

Indikator Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023
Persentase Luasan Kawasan % 0,000| 0,938 | 0,859 | 0,714 0,401
Kumuh
Persentase rumah layak huni % 97,79 | 98,21 | 98,35 | 98,41 98,53
Persentase Peningkatan % 017,98 | 0,11 0 0,48
Hunian
Persentase Peningkatan Rumah % 0,06| 18,8| 0,26| 0,07 0,04
Layak Huni
Persentase Luasan Kawasan % 100 | 8,01 | 15,80 | 30,04 60,65
Kumuh Yang Ditangani
Persentase PSU Dalam Kondisi % 98,04 | 87,69 | 69,39 | 71,55 70,83
Baik
Persentase penduduk terlayani % 26,12 | 26,07 | 27,55 | 27,96 27,56
air minum dengan akses air
minum layak dengan
sambungan rumah
Persentase backlog % 25,58 | 20,82 | 20,21 | 21,55 22,92
Persentase saluran drainase % 73,76 | 73,88 | 74,00 | 74,29 74,49
dalam kondisi baik
Persentase kawasan % 2,21 | 3,69| 5,90 9,23 9,96
permukiman yang ditingkatkan
kualitas infrastrukturnya
Persentase Rumah tidak layak % n.a n.a n.a n.a|¥
huni di kantong kemiskinan Menunggu

penetapan
SK lokus
kemiskinan
ekstrem

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Adapun realisasi pencapaian SPM pada urusan Perumahan Rakyat di
Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel

dibawah.

Tabel 2. 49 Realisasi Pencapaian SPM Bidang urusan Perumahan Rakyat di
Kabupaten Tulungagung 2023

Jenis Ti:::la:n Jumlah Total
No Pelayanan Indikator SPM yang Total yang ]
harus ) Pencapaian
Dasar . . terlayani
dilayani
1 Penyediaan & Jumlah Rumah Korban 0 0 0
Rehabilitasi Bencana yang Berhak
Rumah yang Memperoleh Rumah
Layak Huni bagi | Layak Huni
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Jenis Ti::; l;l:ng Jumlah Total
No Pelayanan Indikator SPM Total yang )
Dasar Parus . terlayani Pencapaian
dilayani
Korban Rehabilitasi Rumah 3 3 100%
Bencana bagi Korban Bencana
Kabupaten /
Kota Pembangunan Kembali 2 2 100%
Rumah bagi Korban
Bencana
Pembangunan Baru di 0 0
Lokasi Baru / Relokasi
bagi Korban Bencana
Bantuan Akses Rumah 0 0
Sewa Layak Huni
Korban Bencana
2 | Fasilitasi Jumlah Warga Negara 0 0
Penyediaan yang Terkena Relokasi
Rumah Akibat Program
yang Layak Pemerintah Daerah
Huni Kabupaten / Kota yang
bagi Masyarakat | Memperoleh Fasilitasi
yang Terkena Penyediaan Rumahyang
Relokasi Layak Huni
Progra@ Fasilitasi Penggantian 0 0
Pemerintah Hak Atas Penguasaan
Daerah Tanah dan / atau
Kabupaten / Bangunan
Kota
Subsidi Uang Sewa 0 0
Penyediaan Rumah 0 0
Layak Huni

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan, 2024

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang
ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
syarat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman). Luas kawasan kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tulungagung, sedangkan kawasan kumuh yang sudah tertangani didasarkan
pada hasil evaluasi tahunan. Selisih antara luas kawasan kumuh dengan
kawasan kumuh yang sudah tertangani merupakan luas kawasan kumuh yang
belum tertangani.

Dalam mengukur Kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung dibutuhkan
sebuah indikator yang dapat menggambarkan penanganan Kawasan kumuh
melalui Indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh. Indikator tersebut
memiliki definisi operasional Perbandingan luasan kawasan kumuh yang belum
tertangani dengan luas kawasan peruntukan permukiman berdasarkan RTRW
Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 — 2043.
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Penetapan target persentase luasan kawasan kumuh mengacu kepada sisa
luasan kawasan kumuh yang belum tertangani pada tahun berjalan.
Berdasarkan data penanganan kawasan kumuh dalam kurun waktu 2020-2022
menunjukkan trend fluktuatif dengan rata-rata penanganan kawasan kumuh
sebesar 23,98 Ha. Selain itu, penetapan target juga didasarkan pada sumber
pendanaan pada tahun berjalan.

Data luasan penanganan kawasan kumuh didapatkan dari evaluasi melalui
survei lapangan, serta pengumpulan data dari Pokja PKP dan KOTAKU selaku
pendamping penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Indikator
ini menggambarkan kondisi semakin kecil nilai maka semakin baik karena
luasan Kawasan kumuhnya semakin kecil. Berikut merupakan cara perhitungan
Indikator Persentase Luasan Kawasan Kumuh :

Persentase Total luasan kawasan kumuh
luasan = tahun berjalan yang belum x 100
kawasan tertangani
kumuh Luas kawasan peruntukan
permukiman berdasarkan
RTRW

Berikut merupakan grafik persentase luasan Kawasan kumuh Kabupaten
Tulungagung tahun 2019-2023.
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Grafik 2. 50 Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Dari grafik tersebut dapat diketahui apabila pada tahun 2019, di Kabupaten
Tulungagung sudah tidak ada Kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Nomor
188.45/173/013/2015. Pada bulan November 2019, terbit SK Kumuh terbaru
yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor: 188.45/765/013/2019 tanggal 1
November 2019 tentang penetapan lokasi penanganan prioritas sektor
infrastruktur dasar penataan luas kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung,
yang menetapkan total luas kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung adalah
seluas 239,49 Ha.
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Grafik 2. 51 Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Ditangani Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Sejak terbitnya SK Bupati Nomor: 188.45/765/013/2019 Tahun 2019
tentang Penetapan Lokasi Penanganan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar,
mulai tahun 2020 dilakukan penanganan kembali. Pada tahun 2020-2023 terjadi
peningkatan terhadap persentase luasan kawasan kumuh yang ditangani. Pada
tahun 2023, luasan kawasan kumuh yang ditangani sebesar 60,65%. Dengan
capaian tersebut, serta berakhirnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada
tahun 2023 maka kedepan diperlukan alternatif penanganan kumuh lanjutan.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan
bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
(penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Kabupaten Tulungagung terus
mengupayakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2018,
jumlah rumah tidak layak huni adalah 6.020 dan terus mengalami penurunan
hingga pada tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten
Tulungagung sebanyak 4.974 unit atau berkurang sebanyak 17,38%. Jumlah ini
berdasarkan pendataan dari Dinas PKP, dan usulan masyarakat. Berikut
merupakan grafik persentase rumah layak huni di Kabupaten Tulungagung
tahun 2019-2023.
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Grafik 2. 52 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024

Dari data series tersebut, dapat diketahui jika persentase rumah layak huni
di Kabupaten Tulungagung terus meningkat setiap tahunnya dan hanya
menyisakanl1,47% rumah tidak layak huni sampai akhir Tahun 2023. Tentunya,
upaya untuk mengentaskan rumah tidak layak huni terus dilakukan oleh
pemerintah melalui berbagai program dan sumber pendanaan.

Backlog rumah merupakan jumlah kekurangan rumah yang didapat dari
selisih antara jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang ada. Dalam
menghitung backlog rumah menggunakan rumus :

Backlog Rumah = Jumlah Rumah Tangga — Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki

Hunian Tetap

Berikut merupakan angka backlog di Kabupaten Tulungagung tahun 2019-
2023.
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Grafik 2. 53 Persentase Backlog Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Tulungagung, 2024
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Dari grafik tersebut dapat diketahui persentase backlog di Kabupaten
Tulungagung dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2018 persentase backlog
25,11% dan berhasil diturunkan 2,19% selama 5 tahun, sehingga pada tahun
2023 persentase backlog telah menurun ke angka 22,92%.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan

merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keadaan masyarakat yang
tentram dan kondusif. Adapun permasalahan urusan ketentraman dan
ketertiban umum adalah sebagai berikut:

Persentase desa Tangguh bencana masih 4,79%

Masih terbatasanya Fasilitas, sarana dan Prasarana Pelayanan
Penanggulangan bencana

Belum optimalnya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana secara
berkala

Belum optimalnya rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan
prioritas dan tingkat kerusakan

Masih kurangnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pertumbuhan desa tangguh bencana hanya 0,33%

Perlengkapan mitigasi bencana yang tersedia hanya 27,72% dari kebutuhan
perlengkapan mitigasi bencana

Capaian SPM Kebencanaan belum 100% dikarenakan masih belum
lengkapnya dokumen penanggulangan bencana (81,82%) dan masih
kurangnya peningkatan kapasitas SDM (65,22%)

Fasilitas, sarana dan Prasarana Pelayanan Penanggulangan BPBD yang
kurang memadai

Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang- undanngan
Penanggulangan Bencana

Luasnya jangkauan wilayah kebencanaan, sementara jumlah personil yang
khusus menangani bencana masih kurang

Masih banyaknya pelanggaran Perda/Perbup yang mengganggu ketenteraman
dan ketertiban umum

Masih banyaknya orang yang belum mengetahui tentang Perda/Perkada
Kurang adanya efek jera bagi para pelanggar Perda/Perbup.

Belum efektifnya patroli

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan
Perda

Belum tercapainya rasio ketersediaan Linmas di Kab. Tulungagung sesuai
standart kebutuhan

Belum optimalnya  penanganan kasus kebakaran (penanganan kasus
kebakaran tahun 2023 sebesar 98,70%)

Terbatasnya sumber daya pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang
dimiliki.

Masih terbatasnya jangkauan pelayanan penanganan kebakaran, hal ini
dikarenakan pos pemadam kebakaran hanya terdapat di pusat kota
Rendahnya capaian indeks profesionalitas ASN di Satpol PP
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